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Pembentukan Dau Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Opd Barn) 
Di Kabupateu Nunukau (Berdasarkau Peraturau Daerah Kabupateu Nuuukau 
Nomor 5 Tahuu 2016 Teutaug Pembeutukau Dan Susuuau Peraugkat Daerah 

Kabupateu Nuuukau) 

Sitti Sabauiah 

Abstrak 

Pembentukau dan susuuan orgauisasi peraugkat daerah pada dasarnya terbentuk 
untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah begitu pula di Kabupaten 
Nunukan dibentuk untuk pemenuhan kebutuhan daerah. Pembentukan dan susunan 
organisasi perangkat daerah yang baru (OPD Baru) terjadi karena adanya perubahan 
secara signitikan pembagian urusan pemerintahan konkuren sehingga perlu penyesuaiann 
terhadap UU Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan dan 
susunan perangkat daerah d i Kabupaten Nunukan ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Nunukan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Asas Otonomi Daerah dan 
nomenklatur dari kementerian dan 1embaga terkait. Dalam pene1itian ini yang menjadi 
masalah penelitian adalah proses pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah 
(OPD Baru) serta hambatan-hambatan yang terjadi dengan terbentuknya organisasi 
perangkat daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Somber data pada penelitian ini 
menggunakan data primer dan data sekunder, dengan pemilihan informan dilakukan 
secara purposive dan yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi, wawancara 
dan observasi (pengamatan· langsung), sedangkan teknik analisis data menggunakan 
analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33). Dari basil penelitian 
ini, diperoleh bahwa pembentukan dan susuuau organisasi peraugkat daerah (OPD Baru) 
di Kabupaten Nunukan sudah menyesuaikan urusan pemerintahan konkuren namun 
belum semuanya sesuai dengan asas dan prinsip pembentukan perangkat daerah. Asas 
pembentnkannya ada 8 (delapan) yaitu : (I) urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah; (2) intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; (3) efisiensi; 
(4) efektivitas; (5) pembagian habis tugas; (6) rentang kendali (7) tala kerja yang jelas; 
dan (8) fleksibelitas. Sedangkan prinsip ada 5 (lima) yaitu : (1) memperhatikan kondisi 
daerah; (2) kebutuhan daerah; (3) beban kerja daerah; (4) tepat ukuran; dan (5) tepat 
fungsi. Hambatan-hambatan yang terjadi dengan terbentuknya organisasi perangkat 
daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan adalah sumber daya modal yang belum 
memadai dan pembagian kerja masih ada yang tnmpang tindih. 

Kata Kunci: Susunan Perangkat Daerah. 

43405.pdf



Formation and Composition of New Local Structure organization 
In Nunukan District (Based on Nwmkan District Regulation Nomber 5 of2016 on The 

Formation and Composition of Nwmkmz District Local Structure) 

Sitti Sabaniah 

Abstract 

Formation and composition of local structure organization basically formed to 
optimize the management of local government as well as in Nunukan District was formed 
to meet the needs of the region. The new Formation and composition of new local 
structure organization occurred due to a significant change in the distribution of 
concurrent government affairs so that its necessmy to adjust The Law Number 23 of2014 
on Regional Government. Formation and composition of regional apparatus in Nunukan 
District was stipulated in Regional Regulation ofNunukan Regency Number 5 of2016 on 
The Formation and Composition Nunukan Regency's local structure organization based 
on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of2016 on Regional 
Apparatus and Law Number 23 of2014 on Regional Government as well as the Regional 
Autonomy Principles and nomenclature of ministries and related institutions. In this 
research, the research problem is the process of formation and composition of the New 
Local structure organization (New OPD) as well as the obstacles that occur with the 
formation of local structure organization (New OPD) in Nunukan District. The research 
method used in this research is qualitative method. Sources of data in this study using 
primary data and secondmy data, with the selection of informants done purposively and 
the research instrument is the researcher himself Data collection technique in this 
research is done by documentation study, interview and observation (direct observation), 
while data analysis technique using data analysis according to Miles, Huberman and 
Saldana. This study found that the formation and composition local structure 
organization (New OPD) in Nunukan District has adjusted the current government affairs 
but not all of them in accordance with the fundamental and principles of the formation of 
regional tools. There are 8 (eight) fundamental of establishment namely: (1) government 
affairs that become regional authorities; (2) the intensity of government affairs and 
regional potentials; (3) efficiency; (4) effectiveness; (5) distribution of tasks; (6) span of 
control (7) clear working procedures; and 
(8) flexibility. While the principles of establishment are 5 (five), namely: (1) taking into 
account the condition of the region; (2) regional needs; (3) regional workload; (4) the 
right size; and (5) proper function. The obstacles that occur with the Formation and 
composition of new local structure organization (New OPD) in Nunukan District are 
insufficient capital resources and the existing division of labour is overlapping. 

Keywords: Composition of Local Devices. 
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-------------------------------------, 

DAFTAR DEFINISI 

Dampak adalah pengaruh yang terjadi (baik negatif maupun positit) akibat dari 
pelaksanaan suatu kegiatan 

Dampak dari tumpang tindih (overlapping) tugas dan fungsi pada Organisasi 
Perangkat Daerah adalah pengaruh yang terjadi (baik negatif maupun positit) 
akibat tumpang tindih (overlapping) tugas dan fungsi organisasi perangkat 
daerah. 

Efisiensi adalah melaksanakan hal-hal tertentu secara tepat. 

Efektifitas adalah melaksanakan hal-hal yang tepat dan dapat menghasilkan 
manfaat atau keuntungan. 
Rentang kendali adalah salah satu komponen dasar struktur organisasi untuk 
mengidentifikasi banyaknya orang yang mampu dikendalikan oleh seorang 
manajer agar organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. 

Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan 
pokok 

Fkeksibelitas adalal1 kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif 
dalam situasi yang berbeda, dan dengan berbagai individu atau kelompok. 

Hierarki adalah suatu jenjang atau tatanan yang diterima seperti anak tangga 
dimana yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. 

Hierarki dalam organisasi yaitu jenjang karir dari yang lebih bawah ke jenjang di 
atasnya secara berurutan. 

Koordinasi adalah usaha untuk menyatukan serta menyelaraskan tugas dan fungsi 
organisasi agar semua kegiatan dapat terarah kepada titik pencapaian tujuan 
organisasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, tidak saling bertentangan dan 
tidak saling tumpang tindih tugas dan fungsi organisasi. 

Organisasi adalah Struktur atau wadah yang digunakan manusia untuk 
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
daerah. 

Pembagian kerja adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan oleh setiap orang 
atau organisasi dan bertanggungjawab untuk melaksanakan seperangkat tugas 
tertentu dan bukan keseluruhan tugas. 
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Pembentukan organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia dan 
mempermudah malaksanakan hal-hal yang tidak mungkin dapat dilakukan sendiri. 

Pembentukan dan penyusunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten 
Nunukan adalah sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat 
yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD serta sebagai 
implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah. 

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam penyelenggaraan umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

Potensi daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh daerah baik dari sumber daya 
alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. 

Sumber daya adalah semua elemen di dalam suatu organisasi yang dapat 
mempengaruhi sebagian atau keselumhan suatu organisasi seperti sember-sumber 
daya alam, sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya modal. 

Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak 
suatu organisasi. 

Sumber daya modal adalah modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan 
yang mencakup anggaran dan sarana prasarana. 

Tata keija yang jelas adalah pengel<impokkan tugas berdasarkan fungsi sehingga 
tidak teijadi tumpang tindih dan mudah untuk diidentiftkasi. 

Tugas adalah pekerjaan sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi 
dan pemegang jabatan 

Tujuan adalah suatu target atau sasaran atau cita-cita yang ingin dicapai dan 
mempakan langkah awal dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu 
orgamsasr. 

Tumpang Tindih atau overlapping yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa satu 
pekerjaan yang sama di lakukan oleh beberapa orang atau kelompok sehingga 
menghasilkan pekeijaan kembar atau ganda 

Umsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah umsan-umsan 
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan 
otonomi daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan 

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua daerah 
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Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah 
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BABIV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian pada dasamya adalah hal yang diteliti. Menurut Silalahi 

(2009: 191) menyatakan bahwa objek penelitian adalah fenomena atau masalah 

penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel. Jadi. objek 

penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian dan harus 

difahami oleh peneliti tentang apa yang akan diteliti. Oleh karena itu, apabila 

peneliti ingin meneliti sesuatu, maka terlebih dahulu peneliti perlu menentukan 

objek penelitian agar peneliti lebih terfokus untuk memperoleh data atau jawaban 

dari penelitian yang dilaksanakan karena penentuan objek penelitian pada 

dasamya sebagai penegasan arab atau sebagai alarm dalam pelaksanaan penelitian 

dan penelitian yang dilakukan tetap terjaga dan berada dalam an the right track. 

Jadi, objek penelitian itu lebih spesifik agar penelitian yang dilaksanakan tidak 

meluas. 

Untuk menentukan objek penelitian pada penelitian "Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan" ini, terlebih 

dahulu kita perlu mengetahui gambaran umum tentang Kabupaten Nunukan dan 

Organisasi Perangkta Daerahnya yaitu sebagai berikut. 
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A. I. Gambaran Umnm Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Nunukan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Bulungan yang berdiri pada tahun 1999 dan terbentuk berdasarkan Undang­

undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten 

Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang­

undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor47Tahun 1999. 

a. GeografiS 

Secara geografis, Kabupaten Nunukan terletak pada posts! antara 

115°33' sampai dengan 118°03' Bujur Timur (BT) dan antara 3°15' sampai 

dengan 4°24' Lintang Utara (LU), sehingga Kabupaten Nunukan memiliki 

wilayah yang sangat strategis kerena berbatasan langsung dengan negara 

Malaysia dan secara administrasi sebagai berikut : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi/Selat Makassar 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten 

Malinau 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia. 

Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah sebesar 14.325,38 km2 dan 

merupakan wilayah paling utara dari provinsi Kalimantan Utara, yang 

memiliki 10 sungai dan 28 pulau serta memiliki beberapa Kecamatan yang 

tersebar di daratan Pulau Kalimantan, Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. 
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Pada awalnya, Kabupaten Nunukan hanya memiliki 6 (enam) Kecamatan 

yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebuku, 

Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Krayan. Pusat 

pemerintahan Kabupaten Nunukan terletak di Kecamatan Nunukan yang 

berada di Pulau Nunukan. Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Nunukan 

terns berkembang sehingga pemekaran kecamatanpun terns tetjadi dan pada 

akhirnya sejak tahun 2015 secara administratif wilayah Kabupaten Nunukan 

terbagi dalam 19 ( sembilan betas) wilayah Kecamatan. 

b. Jumlah penduduk 

Besar tidaknya jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan suatu wilayah, begitupun yang tetjadi di Kabupaten Nunukan. 

Apabila jumlah penduduk di suatu wilayah sangat besar, maka potensi 

pembangunan di wilayah tersebut akan semakin laju dan sebaliknya. 

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Nunukan (Kabupaten Nunukan Dalam 

Angka 20 17), jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2016 tercatat 

185.499 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berlumlah 98.722 jiwa dan 

penduduk perempuan berjumlah 86.777 jiwa, dengan kepadatan penduduk 

mencapai 12,95 jiwa/km'- Dilihat dari data tersebut, jumlah penduduk di 

Kabupaten Nunukan semakin bertambah hila dibandingkan dengan jumlah 

penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 yang tercatat 177.607 jiwa. 

Laju pertumbuhan penduduk juga mernpakan dampak keberhasilan dari 

pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan seperti lengkapnya 

berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, terbukanya 
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lapangan kerja di sektor perkebunan khususnya kelapa sawit dan industri 

pengolahan kayu juga sektor jasa sehingga dapat menarik minat pendatang 

baru untuk tetap tinggal di kabupaten Nunukan. Disamping itu, Kabupaten 

Nunukan juga merupakan wilayah multih."Ultur dan etnis, dimana pada saat ini 

tercatat sebagai penduduk lokal adalah sub-etnis Dayak Agabag, Tidung 

(Dayak Pesisir), Bulungan, Kutai dan Banjar, sedangkan sebagai penduduk 

pendatang yang dominan adalah Bugis, Jawa Timor, Buton dan Cina. 

(Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2017- Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Nunukan). 

c. Visi, misi, tujuan dan sasaran 

Untuk memberikan gambaran dalam pembangunan di Kabupaten 

Nunukan pada periode 2016-2021, pemerintah daerah terpilih menyusun visi, 

misi dan tujuan pembangunan. Visi, misi dan tujuan yang dirumuskan 

pemerintah daerah terpilih merupakan kerangka berpikir bersama berkaitan 

dengan cita-cita masa depan seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan 

(Stakeholders) di Kabupaten Nunukan berdasarkan kondisi dan potensi yang 

ada. Visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Nunukan dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Nunukan Tahun 2016-2021 pada BAB V halaman BAB V-1 yaitu : 

1) Visi 

Visi pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2016-2021 adalah 

mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Nunukan yaitu : 

so 

43405.pdf



"Mewujudkan Kabupaten Nunukan Sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agrobisnis Menuju 
Masyarakat yang Maju, Aman, Adil dan Sejahtera". 

Mengenai visi tersebut, dikutip penjelasan rnakna visi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 

sebagai berikut : 

Makna visi: 

1. Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis Agrobisnis adalah 

proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang 

berlandaskan pada pembangunan pertanian tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan, perikanan, petemakan, dan kehutanan 

(pertanian dalam arti luas), sehingga dapat berpengaruh pada kenaikan 

pendapatan daerah yang ditandai dengan kenaikan Produk Domestik 

Bruto (Gross Domestic Product) Riil dengan tujuan percepatan 

pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan 

wilayah dan kesejahteraan masyarakat memperhatikan keseimbangan 

atau kesenjangan pembangunan antar sektor, antar golongan 

penduduk, dan antar wilayah. 

2. Masyarakat Nnnnkan yang maju adalah terwujudnya sumber daya 

manusia Kabupaten Nunukan yang memiliki kepribadian bangsa, 

berakhlak mulia, dan berpendidikan yang berkualitas tinggi; sehat; 

kualitas lingkungan sosial yang baik; toleran menghargai perbedaan; 

demokratis; kreatif; inovatif; konstruktif dan taat hukum. 
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3. Masyarakat Nunukan yang aman adalah terwujudnya kehidupan 

masyarakat yang tenteram, bebas dari konflik, bebas mengemukakan 

aspirasi, tidak mendapat perlakuan diskriminatif, bebas dari tindakan 

yang sewenang-wenang oleh kekuatan manapun sehingga masyarakat 

dapat menjalankan aktifitasnya dengan tenang dan damai. 

4. Masyarakat Nunukan yang adil adalah terwujudnya kesejahteraan, 

keharmonisan sosial dan kelestarian budaya serta kesetaraan di mata 

hokum yang menjangkau seluruh elemen masyarakat secara 

proporsional. 

5. Masyarakat Nunukan yang sejahtera adalah terpenuhinya seluruh 

kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Nunukan yang ditandai oleh 

meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya kualitas 

pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan dengan 

memperhatikan keberpihakan kepada elemen masyarakat yang Iemah 

atau termarjinalisasi. 

2) Misi 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nunukan, maka 

ditetapkan misi yang merupakan pernyataan usaha mencapai visi tersebut 

di atas. Adapun misi pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2016-

2021 adalah sebagai berikut : 

1. Mengakselerasi peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan dan 

daerah tertinggal untuk mendukung pembangunan agrobisnis 

berwawasan Iingkungan 
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2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan 

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis 

llmu Pengetahuan dan Teknologi 

4. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 

dengan mengedepankan supremasi hukum 

3) Tujuan 

Tujuan pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2016-2021 yang 

merupakan implementasi dari misi adalah sebagai berikut : 

1. Tujan misi 1 tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

- Meningkatkan pembangunan agrobisnis yang berwawasan 

lingkungan dan berorientasi pasar. 

- Meningkatkan kelayakan infrastruktur di Kabupaten Nunukan 

2. Tujuan misi 2 tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

- Meningkatkan kualitas, mutu, akses pendidikan dan kebudayaan, 

derajat kesehatan serta keolahragawan 

- Optimalisasi pel a yanan sosial 

3. Tujuan misi 3 tersebut di atas adalah mewujudkan kinerja tata kelola 

Pemerintahan Daerah yang baik. 

4. Tujuan misi 4 tersebut di atas adalah mewujudkan ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan 

mengedepankan supremasi hukum. 
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4) Sasaran 

Sasaran pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2016-2021 yang 

merupakan penjabaran dari tujuan-tujan misi tersebut di atas adalah 

sebagai berikut : 

1. Sasaran tujuan I misi 1: 

Sasarannya adalah : 

• Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas 

• Meningkatnya realisasi enerimaan dan investasi fokus pada sektor 

pertanian dalam arti luas (IDR) 

• Meningkatnya kuantitas dan kualitas UMKM, koperasi dan industri 

• Meningkatnya kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata 

• Meningkatnya kualitas Iingkungan hidup 

2. Sasaran tujuan 2 misi I : 

Sasarannya adalah : 

• Meningkatnya kelayakan infrastruktur wilayah perbatasan dan 

daerah tertinggal 

• Meningkatnya keselamatan ASDP 

3. Sasaran tujuan 1 misi 2: 

Sasarannya adalah : 

• Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan 

• Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan 

• Meningkatnya jumlah atlet berprestasi 

4. Sasaran tujuan 2 misi 2 adalah meningkatnya pelayanan sosial 
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5. Sasaran tujuan misi 3: 

Sasarannya adalah : 

• Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

• Terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat 

6. Sasaran tujuan misi 4 : 

Sasarannya adalah : 

• Meningkatnya penegakkan perda dan perlindungan masyarakat 

• Meningkatnya kenyamanan lingkungan. 

Untuk lebih jelasnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

Kabupaten Nunukan periode tahun 2016-202ldapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut. 

Tabel4.1. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembengunan Kabupaten 
Nunukan periode tahun 2016-2021 

Ekonomi Berbasis 
Agrobisnis Menuju 
Masyarakat yang 
Majrt, Aman, Adil 
don Sejahtera 

peningkatan 
infiastruktur wilayah 
perixlfasan dan daerah 
tertinggal untuk 
mendukung 
pcmbangunan 
agrobisnis bet'Wawasan 
lingkungan 

._ ________________ - ------

pembangunan 
agrobisnis 
berwawasan 
lingkungan 
berorientasi pasar. 

infrastruktur 
di Kabupaten Nunukan 

55 

infrastruktur 
perbatasan dan daerah 

43405.pdf



kelola pemerintahan 
yang baik. dan bersih 
berbasis Unu1 
Pengetahuan dan 

ketentraman dan 
ketertiban masyarakat 
W:ngan 
mcngedepankan 
supremasi hukum 

d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil 

kincr:ia penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

perda dan perlindungan 
masyaraknt 

ketentraman dan 
ketertiban umum serta 
pe<lindungan 
masyarakat dengan fLM:;;;i;;gkiiiitiya!re;;J;m;;;;;;;;;~ 
mengedepaokan 
supremasi hokum. 

lingkungatL 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nunukan pada tahun 

2016 berjumlah 4.361 orang yang terdiri dari jabatan strukturan berjumlah 

677 orang, jabatan fungsional berjumlah 2.360 orang dan non jabatan atau 

fungsional non manajerial berjumlah 1.324 orang. Bila kita melihat dari 

gambaran umum Kabupaten Nunukan tersebut, maka pemerintah Kabupaten 

Nunukan perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah secara matang dan 

terstruktur. 

A.2. Gambaran Umum OPD Kabupaten Nunukan 

Organisasi Peranglat Daerah (OPD) di Kabupaten Nunukan dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan 

yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka implementasi Pasal 212 
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No. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nunukan 

Sebelum terbentuknya OPD Barn, Organisasi Perangkat Daerah 

dinamakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Keija Perangkat 

Daerah di Kabupaten Nunukan sebelum OPD Barn berjumlah 13 (tiga belas) 

SKPD yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, 3 (tiga) Asisten, Staf Ahli, 9 

(sembilan) Bagian, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Sekretariat Korpri, 

Inspektorat, 10 (sepuluh) Badan, 15 (lima belas) Dinas, 2 (dua) Kantor, 

Rumah Sakit dan 19 (sembilan belas) Kecamatan. Untuk lebih jelasnya, 

nama-nama SKPD di lingkungan Kabupaten Nunukan sebelum OPD Barn 

dan Jumlah Pegawai yang bekeija di SKPD tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2. Nama-nama SKPD di Kabupaten Nunukan sebelum 
terbentuknya OPD Baru. 

SKPD Nama Personil Dasar Hulrum 
Kab. Nunukan (PNS Terbentuk 

Sekretariat Daernh Sekretariat Daerah Kabupaten 133 

Asisten l.T at a Pemerintahan I 
2.Ekonomi danPembangunan I 
3.Administrasi I 

S1af Ahli Staf Ahti 4 

Bagian 1. Pemerintahan 10 Percfa No.20 T A 2008 
2. Hukum 7 Perda No.20 TA2008 
3. Pertanahan 9 Perda No.20 TA 2008 
4. Ekonomi 14 Perda No.20 TA 2008 
5. Pembangunan 10 Petda N().20 T A '100'6 
6. KesejahteraanRakyat 9 Pef(fa No.20 TA 2008 
7. Humas Dan Protokol 13 Perda No.20 TA 2008 
8. Organisasi 14 Perda No.20 TA 2008 
9. Umum 40 PenfaNo.20 TA2008 

Sekretariat DPRD SekretariatDPRD 31 Perda No.20 TA 2011 

Sekretariat KPU Sckertarial Komisi Pemilihan Umurn 2 

Sel;roUriatKorpri Se\aetariat Dewan Pengurus Kab. Karpri 7 Perda No.09 TA2009 

lnspektorat Daerah lnspektora!Daerah 48 PerdaNo.21 TA2011 
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9. Badan I. PerencanaanPembangunanDaerah 30 Perda No.2! TA20!1 
(tennasuk UPTD) 2. Kepegawaian Dan Dik.Jat Daerah 44 PerdaNo.21 TA2011 

3. Ungkungan Hidup Daerah 31 Perda No.22 TA 2008 
4. Kesatuan Bangsa dan Politik. 33 Perda No.22 TA 2008 
5. Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan 30 Perda No.22 TA 2008 

Terpadu 
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 31 PerdaNo.21 TA20!1 

D<:sa 
7. Pemberdayaan Perempuan dan KB 26 Perda No.22 TA 2008 
8. PeiWlggulangan Bencana Daerah 19 Perda No.24 TA 20 II 
9. Pengelolan Perbatasan Daerah 18 Pcrda No.23 TA 2011 
I 0. Kctahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan 128 PerdaNo.21 TA2011 

Daerah 
10. Dinas Daerah I. Kebersihan, Pertamanan dan PMK 94 Perda Kab. Nunukan Noma 

termasuk UPTD) 2. Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga 26 : 23 Tahun 2008 tentan1 
3. Kehutanan dan Perkebunan 49 Pembentukan, Susunan 
4. Kelautan dan Pmkanan 35 Organisasi dan Tata Ketja 
5. Kependudukan Dan Pencatatan Sipii 35 Dinas-Dinas Daerah Kab. 
6. Kcsehatan 418 Nunukan Jo Perda Nomor : 
7. Pekeljaan Umum 81 22 Tahun 2011 tentan, 
8. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 55 Perubahan Alas Per& 

Daerah Nomor : 23 Tahun 2008 
9. Pendidikan 1.828 Perda Kab. Nunukan Nomor 
10. Perhubungan Komunikasi dan Informasi 84 08 Tahun 2014 tentang 
11. Perindustrian Perdagangan Koprasi dan UMKM 26 Perubahan Kedua Atas 
12. Pertambangan Dan Energi 23 Penfa Kab. Nunukan Nomor 
13. Pcrtanian Tanaman Pangan dan Petemak.an 43 22 Tahun 2008 lentan! 
14. Sosial Tenaga Kctja dan Transnllgrasi 45 Pembeotukan. Susunan 
15. Pendapatan 36 Organisasi dan Tata KeJj:1 

Dinas Daerah Kab Nunukan 
II. Kantor I. Satuan Polisi Pamong Praja 114 Perda No.03 TA 2011 

2. Perpustaka.an Arsip dan Dok.'UIUentasi 23 PerdaNo.21 TA2011 

12. Rnmah Sakit. Daerah Rnmah Saki! Unmm Daerah 221 Perda No.22 TA2008 

13. 1Cecamatan dan I. Nunukan 34 PerdaNo.21 TA2008 
f(elurahan 2. Nunukan Selatan 19 Perda No.09 TA 2007 

3. Sebatik 22 PercfaNo.21 TA2008 
4. Sebatik Barat 20 Perda No.03 TA 2006 
5. S cbatik Tengah 13 Perda No.25 TA 2011 
6. Sebatik. Timur 13 Perda No.25 TA2011 
7. Sebatik. Utara 14 PerdaNo.25 TA2011 
8. S.buku 1.4 PerdaNo.21 TA.200& 
9. Sei Menggaris 15 PerdaNo.26TA20ll 

10. Sembakung 32 PerdaNo.21 TA2008 
11. TulinOnsoi 16 PerdaNo.27 TA2011 
12. Lwnbis 48 Perda No.2! TA 2008 
13. Lumbis Ogong 29 PerdaNo.28 TA2011 

14. Krayan 68 Perda No.2! TA 2008 
15. Krayan Selatan 32 PerdaNo.21 TA2008 

16. Sembakung Atulai 15 PerdaNo.02 TA2012 
17. Krayan Tengah Perda No. 11 TA2015 

18. Krayan Barat Perda No.l2 TA2015 

19. Krayan Timur PerdaNo.l2 TA2015 

20. Kelurahan (8 Kel Se- Kab. Nunukan 
- Kelurahan Nunukan Utara 
- Kelurahan Nunukan Barat 16 PerdaNo.21 TA2008 

- Kelurahan Nunukan Timur 13 Perda No.2! TA 2008 

- Kelurnhan Nunukan Selatan 11 PerdaNo.21 TA2008 
10 ?erda No.21 'I A. 200'& - Kelurahan Nunukan Tengah 
11 Perda No.02 TA 2006 - Kelurahan Selisun 9 Perda No.08 TA 2007 - Keluraban Mansapa 
~ Penh No.08 TA 2007 - Kelurahan Tanjung Harapan "·-"· .,_no ~A onno 

To!al 4.361 

Sumber: LPPD Kabupaten Nunukan 2016 
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b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nunukan 

Dalam menjalankan kehidupan, manusia akan selalu berhubungan 

dengan organisasi karena manusia merupakan makhluk berkelompok (zoon 

politician} sehingga manusia senantiasa membutuhkan hubungan dengan 

orang lain. Oleh karena itu, manusia menciptakan organisasi-organisasi untuk 

mengatasi keterbatasan dan mengatasi kendala-kendala yang timbul dari 

individu-individu. Dalam kehidupan ini, semua manusia merupakan anggota 

organisasi seperti anggota organisasi dalam keluarga, anggota organisasi 

pendidikan (sebagai murid, siswa dan mahasiswa), anggota organisasi di 

tempat kerja, dan lain sebagainya. Organisasi sangat penting dan sangat 

membantu dalam kehidupan berrnasyarakat karena dengan adanya organisasi 

dapat membantu rnasyarakat dalam melaksanakan hal-hal tertantu yang tidak 

dapat dilaksanakan secara individual seperti kebutuhan pendidikan, 

kebutuhan kesehatan dan kebutuhan lainnya. 

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutahan masyarakat tersebut, 

pemerintah Kabupaten Nunukan juga membentuk organisas-organisasi baik 

itu organisasi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Namun 

dalam penelitian ini, peneliti tidak akan membahas semua organisai yang ada 

di Kabupaten Nunukan, akan tetapi peneliti akan membahas organisasi 

pemerintah Kabupaten Nunukan yang disebut dengan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). Organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan dibentuk 

untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 

merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan 
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untuk dapat membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten 

Nunukan. 

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, maka nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di Kabupaten Nunukan setelah OPD Barn berjumlah 48 

(empat puluh delapan) OPD yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD, Inspektorat, 21 (dua puluh satu) Dinas, 5 (lima) Badan dan 19 

(sembilan belas) Kecamatan. Untuk lebih jelasnya, nama-nama OPD di 

Iingkungan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3. Nama-nama OPD di Kabupaten Nunukan setelah terbentuknya 
OPDBaru 

No. OPD Kab. Nunukan Nama DasarHukum 
Terbentuk 

I. Sekretariat Daernh Sekretariat Daernh Kabupaten Perda No.5 Tabun 2016 
2. Sekretariat DPRD SekretariatDPRD Perda No.5 Tabun 2016 

3. Inspektorat Daernh InspekioratDaernh Perda No. 5 Tabun 2016 

4. Dinas Daerab I. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perda No.5 Tabun 2016 
(termasuk UPTD) 2. Dinas Kesehatan 

3. Dinas Pekeijaan Ummn, Penetaan 
Ruang, Permnaban dan Kawasan 
Pernukiman 

4. Dinas Pemadam Kebakaran 
5. Dinas Sosial 
6. Dinas Pernberdayaan Perernpnan 

dan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Kependudukan dan 
Keluarga Berencana 

7. Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan 

8. Dinas Pertanaban 
9. Dinas Lingkuugan Hidup 
I Q, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
II. Dinas Pernberdayaan Masyarakat 

danDesa 
12. Dinas Perhubungan 
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik 
14. Dinas Kopernsi, Usaba KeciL 

Menengah dan Perindustrian 
15. Dinas Penanaman Modal dan 

Pclayanan Terpadu Satu Pintu 
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16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perda No.5 Talmo 2016 
17. Dinas Perikanan 
18. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahrnga 
19. Dinas Perdagangan 
20. Dinas Tenaga Kezja dan 

Transmigrasi 
21. Satuan Polisi Pamong Praja 

5. Badan Daerah I. Perencanaan Pembangunan Daerah, Perda No.5 Tahun 2016 
(termasuk UPID) Penelitian dan Pengembangan 

2. Badan PengelolaanKeuangan dan 
AsetDaerah 

3. Badan Pengelolaan P'\iak dan 
Retribusi Daerah 

4. Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

5. Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

6. Kecamatandan I. Nunukan Perda No.2! TA 2008 
Kelnrahan 2. Nunukan Selatan Perda No.09 TA 2007 

3. Sebatik Perda No.2! TA 2008 
4. Sebatik Barat Perda No.03 TA 2006 
5. Sebatik Tengab Perda No.25 TA 2011 
6. Sebatik Timur Perda No.25 TA 2011 
7. Sebatik Utara Perda No.25 TA 201 I 
8. SeiMenggaris Perda No.2! TA 2008 
9. Sebuku Perda No.26 TA 201 I 
!G. Tulin Onooi Perda No.2! TA 200& 
1 I. Sembakung Perda No.27 TA 2011 
12. Sernbakung Atulai Perda No.2! TA 2008 
13. Lumbis Perda No.28 TA 201 I 
14. Lumbis Ogong Perda No.2! TA 2008 
15. Krayan Perda No21 TA 2008 
16. Krayan Selatan Perda No.02 TA 2012 
17. Krayan Barat PerdaNo. II TA2015. 
18. Krayan Tengah Perda No. 12 TA 2015 
I 9. Krayan Tmmr Perda No. 12 TA 2015 
20. Kelnrahan (8 Kel Se- Kab. 

Nunukan) 
- Kelnrahan Nunukan Utara Perda No.2! TA 2008 
- Kelnrahan Nunukan Barat Perda No.2 I TA 2008 

- Kelurahan Nunukan Timur Perda No.2! TA 2008 

- Kelurahan Nunukan Selatan Perda No.2! TA 2008 

- Kelnrahan Nunukan Tengah Perda No.02 TA 2006 

- Kelnrahan Selisun Perda No.08 TA 2007 

- Kelurahan Mansapa Perda No.08 TA 2007 

- Kelurahan Tru\iung Haraoan 
Perda No.08 TA 2007 

Sumber: Perda Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 

Dengan terbentuknya organisasi perangkat daerah tersebut, maka perlu 

kesinergisan dengan sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya alam, 

sumber daya manusia dan sumber daya modal. Untuk mendukung 

pelaksanaan organisasi perangkat daerah tersebut, maka peran sumber daya 
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manusia sangan berpengaruh terhadap keberlangsungannya. Sumber daya 

manusia yang perlu diperhatikan adalah dari segi jumlah pegwai, jeiijang 

pendidikan pegai serta kepangkatan dan golongan pegawai. Sumber daya 

manusia yang dimiliki daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut : 

(I) Jumlah pegawai 

Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Iingkungan Kabupaten Nunukan 

beljumlah 4.019 orang yang terdiri dari jabatan struktural berjumlah 749 

orang, jabatan fungsional berjumlah 2.033 orang dan non jabatan atau 

fungsional non manajerial beljumlah 1.237 orang. Jumlah pegawai 

honorer di Iingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan berjumlah 3.800 

orang. Untuk lebih jelasnya, jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tebel4.4 berikut : 

Tabel4.4. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Nunukan 

1. S4.t~at Daenh 

2. 

KPU 2 2 

4. 

5. BAPPEDA 30 

6. 

7. BPBD 

Badan 

37 399 

20 13 

43 20 
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16. DISPARPORA 28 13 15 

17. DPUPRPKP 88 23 65 

18. Dinas Pemadam Kebakaran 79 14 65 

19. DinasPMD 36 17 19 

20. DP3AP2KB 28 t7 tl 

21. DPMPTSP 32 20 12 

22. DISDIKBUD 1.539 38 1.501 

23. DinasPerdagangan 22 13 9 

24. Dinas Perhubungan 76 24 52 

25. Dinas Perikanan 44 17 21 

26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 32 13 19 

27. Dinas Pertanahan 15 10 5 

28. DPKP 131 33 98 

29. Dinas Sosial 23 15 8 

30. DISNAKERTRANS 38 19 19 

31. Kecamatan Kra_Eil_ 38 8 30 

32. Kecamatan Krayan Barat 27 4 23 

33. Kecamatan Kra_y_an Selatan 21 4 17 

34. Kecamatan Kra_yaJI T<>~g_ah 15 5 10 

35. Kecamatan Krayan Timur 16 4 12 

36. Kecamatan Lumbis 48 8 40 

37. Kecamatan Lumbis O~ng 30 7 23 

38. Kecamatan Nunukan 33 8 25 

39. Kecamatan Nunukan Selatan 13 8 5 

40. Kecamatan Sebatik 19 8 II 

41. Kecamatan Sebatik Barat 19 8 II 

42. Kecamatan Sebatik t~ 10 8 2 

43. Kecamatan Sebatik Tunur II 6 5 

44. Kecamatan Sebatik. Utara 12 8 4 

45. Kecamatan Sebuku 26 8 18 

46. Kecamatan Sei Mene:rouis II 8 3 

47. Kecamatan Sembakun£_ 31 7 24 

48. Kecamatan Sebakung Alulai 17 7 10 

49. Kecamatan Tulin Onsoi 16 8 8 

50. Ke1urahan Mansapa 9 4 5 

51. Kelurahan Nunukan Barat 2 4 8 

52. Kelurahan Nunukan Selatan 10 4 6 

53. Kelwahan Nunukan Tengah II 5 6 

54. Kelurahan Nunukan Timor 9 5 4 

55. Kelurahan Nunukan Utara 14 4 10 
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56. Kelurahan Tanjung Harapan 7 5 2 

57. KeJurahan Selisun 9 4 5 

57. Rumah Sakit Umum Daerah 214 14 200 

58. Satuan Polisi Pamong Pr<lcia 109 14 85 

.JUMLAH 4.019 749 3.270 

Sumber. Badon Kepegawman dan Pengembangan Sumber Daya Manusta Kab. Nunukan 

(2) Pendidikan 

Bila ditinjau dari jenjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Kabupaten Nunukan, sebagian besar merupakan tamatan Sarjana yaitu 

berjumlah 1.816 orang kemudian tamatan SLTA 1.247 orang, selanjutnya 

tamatan Diploma berjumlah 797 orang dan sisanya merupakan tamatan 

SLTP berjumlah 94 orang dan SD berjumlah 65 orang. Untuk pegawai 

honorer sebagian besar merupakan tamatan SLTA dan tamatan Sarjana. 

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Nunukan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Nunukan menurut tingkat pendidikan. 

(3) Pangkat/Golongan 

Jumlah PNS di Iingkungan Kabupaten Nunukan. bila ditinjau menurut 

golongan kepangkatan yaitu golongan I berjumlah 124 orang, golongan 

II berjumlah 1.401 orang, golongan ill beijumlah 2.001 orang dan 
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golongan IV berjumlah 493 orang. Jumlah pegawai negeri sipil di 

Iingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan menurut golongan dan 

kepangkatan dapat dilihat pad a tabel 4. 6 berikut. 

Tabel4.6. Jumlah pegawai negeri sipil dilingkungan Kabupaten 
Nunukan menurut golongan dan kepangkatan 

(4) Esselou 

Jumlah PNS di Iingkungan Kabupaten Nunukan yang merupakan eselon 

beijumlah 794 orang dan sisanya merupakan pegawai non eselon 

berjumlah 3.270 orang. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Nunukan menurut tingkat eselon dapat dilihat 

pad a tabel 4. 7 berikut. 

Tabel4.7. Jumlah pegawai negeri sipil dilingkungan Kabupaten 
Nunukan yang menduduki jabatan menurut eselon 

Berdasarkan data tersebut bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki 

oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup baik baik dari segi jumlah 

maupun dari segi kualitas. 
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Selain sumber daya manus1a, yang perlu diperhatikan dalam 

pembentukan organisasi perangkat daerah adalah sumber daya modal. Karena 

sumber daya modal juga sangat mendukung pelaksanaan organisasi perangkat 

daerah tersebut. Adapun sumber daya modal yang dapat mendukung 

pelaksanaan organsasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan adalah anggaran 

dan aset. 

(1) Anggaran 

Aggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupate Nunukan pada Tahun 

Angaran 2017 adalah sebesar Rp. 1,291 Triliun dan masih menyisakan 

defisit sebesar Rp. 43 miliar (Sumber: Prokal.co, Nunukan). Anggaran 

yang diiliki oleh pemerintah Kabupaten Nunukan masih ketergantungan 

dari anggaran pusat. 

(2) Aset 

Selain anggaran, Aset juga merupakan kunci dalam menjalankan 

pemerintahan, karena tanpa aset maka pelaku pemerintahan tidak dapat 

bekerja secara maksimal dan sebaliknya bila aset tersedia, maka pegawai 

bisa merasa nyaman dan maksimal dalam melaksanakan tugas sehingga 

kineija pegawai bisa meningkat. Akan tetapi, aset yang dimiliki oleh 

pemerintah Kabupaten Nunukan masih belum memadai terlihat masih 

ada beberapa perangkat daerah belum memiliki gedung sendiri. 

Bila kita melihat dari gambaran umum tentang Kabupaten Nunukan dan 

Organisasi Perangkat Daerahnya, maka objek penelitian pada penelitian 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD Baru) di 
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Kabupaten Nunukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Nunukan ini adalah Susunan Organisai perangkat daerah di Kabupaten 

Nuuukan. Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah merupakan 

pelaksana fungsi inti dan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagai pembantu kepala daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

B. HASIL PENELITIAN 

Hasil yang diperoleh peneliti terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (OPD Barn) di Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut : 

B.l. Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD 

Barn) di Kabupaten Nunukan. 

Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten 

nunukan dibentuk berdasarkan 8 (delapan) asas dan menganut 5 (lima) 

prinsip sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Nunukan. Untuk menganalisis pembentukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah tersebut, peneliti menggunakan studi 

dokumentasi dan wawancara sebagai berikut : 
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a. Asas 

1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

Terkait urusan pemerintahan yang menjadi kewenangna daerah, 

peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap Undang-undang Dasar 

tahun 1945 pasal18 ayat (2) dan ayat (5) bahwa: 

Pasal18 ayat (2) berbunyi : 
Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 
dan togas pembantuan. 
Pasal18 ayat (5) berbunyi : 
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang dibentuk sebagai 
urusan Pemerintahan Pusat. 

Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap pasal 9 

dan pasalll Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

bahwa: 

Pasal 9 ayat (1) berbunyi : 
Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, 
urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. 
Pasal 9 ayat (3) berbunyi : 
Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang 
dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota 
Pasal 9 ayat ( 4) berbunyi : 
Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah 
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah 
Pasalll ayat (1) berbunyi : 
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah 
terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan 
pilihan. 

Selanjutnya peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah pasal37 ayat (1) bahwa: 
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Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan 
pemerintahan pilihan 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terkait urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada informan 2 

menyatakan bahwa: 

Daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengelola urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan UUD 1945 pasal 8 yang 
membahas masalah Otonomi Daerah dan UU Nomor 23 tahun 
2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 9 dan 11 membahas 
masalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
Dan berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah daerah 
Kabupaten Nunukan mengambil semua urusan yang menjadi 
kewenangan daerah baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan 
sebagaimana tertuang pada pasal 12 UU Nomor 23 tentang 
pemerintahan daerah dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Dari studi dokumentasi dan wawancara tersebut di atas 

menjelaskan bahwa setelah berlakunya Otonomi Daerah, maka sebagian 

urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini 

berarti pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah yang pelaksananya adalah kepala Daerah 

bersama (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibantu oleh 

perangkat daerah. Yang termasuk urusan pemerintahan tersebut ada 2 . 

(dua) yaiyu urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib terbagi 

2 (dua) yaitu urusan wajib sebagai pelayanan dasar dan urusan wajib 

bukan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan daerah yang menjadi 

kewenangan daerah tertuang dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 23 
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tertuang dalam pasal 37 

ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomr 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Urusan wajib sebagai pelayanan dasar yang menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah dijelaskan dalam pasal 12 ayat (I) Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi : 

a) Pendidikan; 

b) Kesehatan; 

c) Pekeijaan umum dan penataan ruang; 

d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 

e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 

f) SosiaL 

Urusan-urusan tersebut sebagai dasar kewenangan daerah 

Kabupaten Nunukan dalam membentuk Organisasi Perangkat Daerah dan 

pemerintah Kabupaten Nunukan telah membentuk Organisasi Perangkat 

Daerah yang menjadi urusan wajib sebagai pelayanan dasar yang 

dituangkan dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Nunukan yang terdiri dari : 

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

b) Dinas Kesehatan; 

c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman; 
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d) Satuan Polisi Pamong Praja 

e) Dinas Pemadam Kebakaran; dan 

f) Dinas Sosial. 

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa semua urusan wajib 

sebagai pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah telah diambil 

oleh pemerintah Kabupaten Nunukan namun untuk urusan pendidikan 

digabung dengan urusan kebudayaan dimana kebudayaan merupakan 

urusan wajib bukan pelayanan dasar hal ini menyesuaikan nomenkalatur 

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga di Kabupaten 

Nunukan urusan tersebut menjadi Dinas Pendidian dan Kebudayaan. 

Untuk urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digabung menjadi 

satu dengan urusan perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang 

sama-sama menjadi urusan wajib sebagai pelayanan dasar hal ini juga 

menyesuaikan nomenklatur dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 

sehingga di Kabupaten Nunukan urusan tersebut menjadi Dinas 

pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman. Untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat di Kabupaten Nunukan menjadi Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran. Untuk urusan sosial di 

Kabupaten Nunukan dibentuk Dinas Sosial, dan ini sesuai dengan 

nomenkalatur kementerian Sosial. Untuk lebih jelasnya, urusan wajib 

sebagai pelayanan dasar yang diambil oleh pemerintah Kabupaten 

Nunukan dapat dilihat pada tabel4.8 berikut : 
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Tabel4.8. Urusan wajib Sebagai Pelayanan Dasar yang menjadi 
kewenangan daerah 

Penataan Ruang, 
Perumahan dan Kawasan 

1--c--f-=--,---,~---,--.,--.,-------j Pemukirnan 
Perumahan Rakyat dan kawasan 

Ruang 

pemukirnan 

dan Pennnahan 
Rakyat 

-Kementerian 
Agraria dan Tala 

nomenklatur 

Urusan wajib bukan sebagai pelayanan dasar yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 

meliputi: 

a) Tenaga kerja; 

b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

c) Pangan; 

d) Pertanahan; 

e) Lingkungan hidup; 

f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

g) Pemberdayaan masyarakat dan desa; 

h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i) Perhubungan; 

j) Komunikasi dan informatika; 

k) Koperasi usaha kecil dan menengah; 
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I) Penanaman modal; 

m)Kepemudaan dan olah raga; 

n) Statistik; 

o) Persandian; 

p) Kebudayaan; 

q) Perpustakaan; dan 

r) Kearsipan. 

Urusan-urusan tersebut juga sebagai dasar kewenangan daerah 

Kabupaten Nunukan dalam membentuk Organisasi Perangkat Daerahnya. 

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah membentuk Organisasi Perangkat 

Daerah yang menjadi urusan wajib bukan pelayanan dasar yang 

dituangkan dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 5_ Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Nunukan yang terdiri dari : 

a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

b) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

c) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

d) Dinas Pertanahan; 

e) Dinas Lingkungan Hidup; 

f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

g) Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa; 

h) Dinas Perhubungan 
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i) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 

j) Dinas Kopera,si, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian; 

k) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

I) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga; 

m)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa semua urusan wajib bukan 

pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah telah diambil oleh 

pemerintah Kabupaten Nunukan namun untuk urusan tenaga kerja 

digabung dengan urusan transmigrasi dimana transmigrasi merupakan 

urusan pilihan hal ini menyesuaikan kondisi daerah sehingga di 

Kabupaten Nunukan urusan tersebut menjadi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak digabung menjadi satu dengan urusan pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana yang sama-sama menjadi urusan wajib bukan 

pelayanan dasar hal ini menyesuaikan kondisi daerah dan dasar 

nomenklaturnya adalah Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak 

sehingga di Kabupaten Nunukan urusan tersebut menjadi Dinas 

pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan keluarga Berencana. 

Untuk urusan pangan digabungkan dengan urusan pertanian 

dimana urusan pertanian merupakan urusan pilihan sehingga di 

Kabupaten Nunukan menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 

Hal ini juga menyesuaikan nomenklatur dari Kementerian Pertanian. 
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Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintah 

Kabupaten Nunukan membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. Untuk urusan komunikasi dan informatika digabungkan dengan 

urusan statistik dan urusan persandian, sehingga di Kabupaten Nunukan 

dibentuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, ini menyesuaikan 

nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika. Urusan 

koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah Kabupaten Nunukan 

memebentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, 

dimana pemerintah Kabupaten Nunukan mengabungkan nomenklatur 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan 

Kementerian Perindustrian. Urusan penanaman modal, pemerintah 

Kabupaten Nunukan membentuk Dinas Penanarnan Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyesuaikan dengan nomenklatur 

dari Lembaga Koordinasi Penanaman Modal. Urusan kepemudaan dan 

oleh raga, pemerintah menggabungkan dengan urusan pariwisata, dimana 

urusan pariwisata merupakan urusan pilihan sehingga di Kabupaten 

Nunukan dibentuk Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga.Untu 

urusan perpustakaan, digabungkan dengan urusan kersipan sehingga di 

Kabupaten Nunukan membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

Untuk urusan pertanahan, di Kabupaten Nunukan membentuk 

Dinas Pertanahan, dan ini sesuai dengan nomenklatur dari Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang. Untuk urusan lingkungan hidup, di Kabupaten 

nunukan dibentuk Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai dengan 
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nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanana. Untuk 

urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, di Kabupaten Nunukan 

dibentuk Dinas Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa yang sesuai dengan 

nomenklatur Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi. Untuk urusan perhubungan, pemerintah Kabupaten 

Nunukan membentuk Dinas Perhubungan juga disesuaikan dengan 

nomenklatur dari Kementerian Perhubungan. Untuk lebih jelasnya, 

urusan wajib bukan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel4.9 berikut: 

Tabe14.9. Urusan wajib bukan pelayanan dasar yang menjadi 
kewenangan daerah 

Transmigrasi 
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Perindustrian dan Menengah nomenklatur 
- Kementerian 

Perindustrian 
14. Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Lembaga Penanaman Menyesuaikan 

dan Pelayanan Terpadu Modal urusan dan 
Satu Pintu nomenklatur 

15. Kepemudaao dan Olah Raga Dinas Pariwisata, - Kementerian Menyesuaikan 
Kepemudaao dan Olahraga Pariwisata urusan dan 

- Kementerian Pemuda nomenklatur 
dan Olahraga 

16. Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kementerian Menyesuaik:an 
Kebudayaan Pendidikan dan urusan dan 

Kebudayaan nomenklatur 

17. Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Menyesuaikan 

18 Kearsipan Kearsipan urusan 

Sumber: UU No. 23 tahun 2014, ?erda Kab. Nunukan No.5 Tahun 2016 dan daj/arkabmet 

Urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

dijelaskan dalam pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan daerah meliputi : 

1) Kelautan dan perikanan; 

2) Pariwisata; 

3) Pertanian; 

4) Kehutanan; 

5) Energi dan sumber daya mineral; 

6) Perdagangan; 

7) Perindustrian; dan 

8) Transmigrasi. 

Urusan-urusan tersebut dijadikan dasar kewenangan daerah 

Kabupaten Nunukan untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah 

yang menjadi urusan pilihan yang dituangkan dalam pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kabupaten Nunukan yang 

terdiri dari : 

1) Dinas Perikanan; 

2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; 

3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

4) Dinas Perdagangan 

5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian; dan 

6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa semua urusan pilihan yang 

menjadi kewenangan daerah kabupatenlkota, telah diambil oleh 

pemerintah Kabupaten Nunukan. Untuk urusan kelautan dan perikanan, 

daerah Kabupaten hanya dapat memiliki kewenangan pada urusan 

perikanan sedangkan urusan kelautan merupakan kewenangan daerah 

tingkat Provinsi sehingga pemerintab Kabupaten Nunukan membentuk 

Dinas Perikanan dengan tetap menyesuaikan nomenklatur dari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Urusan pariwisata sudah 

dijelaskan sebelumnya, karena urusan ini di gabungkan dengan urusan 

kepemudaan dan olahraga. Urusan pertanian juga sudah dijelaskan 

sebelumnya dimana urusan pertanian digabungkan dengan urusan 

pangan. Urusan kehutanan dan urusan energi dan sumber daya miniral 

merupakan urusan pilihan kewenangan pemerintah provinsi. Untuk 

urusan perdagangan, pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk Dinas 

Perdagangan dan menyesuaikan nomenklatur dari Kementerian 

78 

43405.pdf



5. 

6. 

7. 

Perdagangan. Urusan perindustrian sudah dijelaskan sebelumnya, karena 

urusan ini digabungkan dengan urusan koperasai, usaha kecil dan 

menengah. Untuk urusan transmigrasi juga sudah dijelaskan sebelumnya, 

dimana urusan ini digabung dengan urusan tenaga keija. Untuk lebih 

jelasnya, urusan pilihan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten 

Nunukan dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut : 

Tabel4.10. Urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah 

Pertanian Dinas 
Ketahauan Pangan 

Kecil, Menengah 
Perindustrian 

urusan dan 
- Kementerian nomenklatur 

Kepemudaan dan 

Perdagangan 

- Kementerian 

Menyesuaikan 
urusan dan 

urusan dan 
nomenklatur 

Koperasi Usaba urusan dan 
Kecil dan nomenklatur 
Menengah 

- Kementerian 

KetenagakeJjaan urusan dan 
- Kementerian Desa nomenklatur 

dan Pembangunan 
Daerah Tertinggal 

2) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah 

Terkait urusan pemerintahan dan potensi daerah, peneliti 

melakukan studi dokumentasi terhadap Rencana Pemhangunan Jangka 
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Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 

bahwa: 

Kabupaten Nunukan memiliki peluang untuk berdaya saing karena 
kabupaten Nunukan terhampar dari !aut sampai pegunungan 
dengan panjang garis darat ± 48I km, panjang garis !aut± 22 km 
dan ketingian pegunungan bisa mencapat ± 2.000 mdpl. Selain itu, 
Kabupaten Nunukan juga berbatasan langsung dengan negara 
malaysia dimana sepanjang garis perbatasan terdapat 7 (tujuh) titik 
pos perbatasan baik darat maupun !aut yang merupakan pintu 
masuk dan transit ke negara Malaysia. Potensi daerah yang bisa 
dikembangkan oleh Kabupaten Nunukan ada\ah sektor 
perdagangan, jasa dan pengiriman tenaga kerja, potensi sumber 
daya alam yang melimpah seperti batu bara, emas, minak dan gas, 
perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, taman 
nasional Krayan mentarang dan pertanian. 

Selain itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan-informan 

sebagai berikut : 

Informan I mengatakan bahwa: 

Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang sangat strategis 
karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Hal ini dapat 
dimanfaatkan sebagai daerah transit, jalur perdagangan 
internasional, jalur penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI). 
Kabupaten Nunukan juga memiliki sumber daya alam yang 
melimpah dan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. 
Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Nunukan seperti batu 
bara, minyak, gas, emas, sawit, pertanian dan masih banyak lagi 
yang bisa diolah dan dikembangkan. 

Worman 2 mengatakan bahwa : 

Yang menjadi intensitas atau kekuatan daerah Kabupaten Nunukan 
adalah berbatasan langsung dengan negara Malaysia sehingga 
memiliki peluang untuk berdaya saing selain itu daerah kabupaten 
Nunukan memiliki potensi daerah yang dapat dikembangkan di 
bidang pertambangan dan perkebunan. 

Hal yang hampir sama disampaikan oleh informan kepada informan I I 

mengatakan bahwa : 
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Daerah Kabupaten Nunukan memiliki potensi daerah yang dapat 
dikembangkan seperti bidang pertambangan (batu bara, emas, 
migas), bidang perkebunan (kelapa sawit), bidang pertanian (padi 
adan), bidang pariwisata (pantai kayu angin dan batulamampu, 
taman nasional Krayan mentarang). Kabupaten Nunukan juga 
merupakan daerah transit karena berbatasan langsung dengan 
negara Malaysia (Tawau dan Serawak). Hal ini sudah tertuang 
dalam RPJMD Kabupaten Nunukan period tahun 2016-2021. 

Dari basil studi dokumentasi dan wawancara tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa intensitas urusan pemerintah Kabupaten Nunukan 

adalah Kabupaten Nunukan merupakan daerah perbatasan dan potensi 

daerah yang dimiliki sangat melimpah sehingga Kabupaten Nunukan 

menjadi daerah yang strategis untuk dikembangkan. Potensi lain yang 

dapat dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten 

Nunukan adalah : 

I. Potensi sektor pertanian 

Sektor pertanian dalam arti 1uas yaitu tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan petemakan. Hal ini juga dijadikan salah satu dasar 

oleh pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membentuk organisasi 

perangkat daerah yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 

Adapun produk unggulan dari sektor pertanian adalah padi, ubi kayu, 

pisang, jeruk, durian, sawit, kakao dan sapi. Untuk lebih jelasnya, 

produk unggulan sektor pertanian dapat dilihat pad a tabel 4 .11. 

berikut: 
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Tabel 4.11. Produk unggulan kabupaten Nunukan di sektor 
pertanian tahun 2016. 

2. Potensi sektor perikanan 

Untuk potensi sektor perikanan, Kabupaten Nunukan rnerniliki luas 

areal !aut ±303.867 Ha sehingga memungkinkan untuk 

pengembangan berbagai jenis budidaya yang hidup di !aut seperti 

budidaya rumput !aut, produksi perikanan penangkapan dan 

sebagainya. Hal ini juga dijadikan salah satu dasar untuk dibentuknya 

OPD Dinas Perikanan. Adapun produk unggulan dari sektor 

perikanan dapat dilihat pada tabel4 .12. berikut. 

Tabel4.12. Produk unggulan kabupaten Nunukan di sektor 
perikanan Tahun 2016. 
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3. Potensi sektor pariwisata 

Obyek wisata yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh 

pemerintah Kabupaten Nunukan adalah wisata alam dan wisata 

buatan. Obyek wisata yang dapat dieksplor oleh pemerintah 

Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut : 

Tabel 4.13. Obyek wisata Kabupaten Nunukan. 

3) Efisiensi 

Terkait efisiensi, peneliti melakukan wawancara kepada informan-

informan sebagai berikut : 

Informan I mengatakan bahwa : 

OPD yang terbentuk belum efisien karena dengan terbentuknya 
OPD barn ini sangat memerlukan biaya yang sangat besar seperti 
untuk pembangunan gedung kantor, penyediaan fasilitas, gaji para 
pegawai dan sebagainya. 

Informan 2 menyatakan bahwa : 

Untuk menentukan eflsiensi suatu organisasi perangkat daerah 
(OPD), maka perlu dilakukan evaluasi, dan saat ini belum 
dilakukan evaluasi. 

Informan 3 mengatakan bahwa : 
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Untuk melaksanakan OPD baru ini, butuh biaya besar, dan melihat 
kondisi keuangan daerah sekarang ini, OPD yang baru terbentuk 
belum efisien. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 4 bahwa : 

Untuk menjalankan OPD Baru dibutuhkan biaya yang sangat besar 
terutama dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik masih 
membutuhkan gedung yang layak dan membutuhkan sumber daya 
manus1a yang mana semua itu membutuhkan yang namanya 
anggaran atau biaya. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa OPD yang baru terbentuk belum efisien karena untuk 

menjalankannya membutuhkan biaya yang sangat besar. 

4) Efektivitas 

Terkait efiktifitas, peneliti melakukan wawancara kepada 

informan-informan sebagai berikut : 

Informan I mengatakan bahwa : 

OPD yang baru terbentuk belum efektif terlihat banyaknya OPD 
yang minim kegiatan namun di dalamnya memiliki banyak 
pegawai. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan daerah saat ini 
masih krisis sehingga menimbulkan banyak pegawai yang tidak 
punya kegiatan. OPD yang buru ini kaya akan struktur namun 
miskin fungsi sehingga tidak seimbang antara input dengan output 
dan outcome. 

Informan 2 menyatakan bahwa : 

Seharusnya OPD yang terbentuk dapat berjalan secara efektif, 
namun saat ini kita belum bisa menilai keefektifan OPD baru ini 
karena efektif tidaknya suatu OPD dapat diketahui apa bila sudah 
dilakukan evaluasi. 

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh informan 5 bahwa : 

OPD dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah baik itu 
urusan wajib maupun urusan pilihan telah dijalankan secara efektif 
karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 
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Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Nunukan. 

Dari basil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa OPD yang 

barn terbentuk belum efektif terlihat dari banyaknya pegawai yang tidak 

memiliki kesibukan. 

5) Pembagian habis tugas 

Terkait pembagian habis tugas, peneliti melakukan studi 

dokumentasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat daerah bahwa tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah, sudah dilakukan pembagian habis tugas. 

Selain itu, pene1iti melakukan wawancara kepada informan-inforan 

sebagai berikut : 

Informan 2 menyatakan bahwa : 

Sistem pembagian habis tugas disesuaikan dengan nomenklatur 
unit keija yang ada berdasarkan kewenangan yang ada. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 3 bahwa : 

Pembagian tugas masing-masing OPD disesuaikan dengan 
nomenkaltur dari kementerian terkait seperti Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan berdasarkan nomenklatur 
Kementerian Pertanian, Dinas Sosial Kabupaten Nunukan 
berdasarkan nomenklatur Kementerian Sosial dan sebagainya .. 

Begitupun yang diungkapkan oleh informan 6 bahwa : 

Pembagian habis tugas telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
Nunukan yaitu semua urusan yang menjadi kewenangan daerah 
baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan telah dibagi habis oleh 
OPD dan menyesuaikan dengan nomenklatur kementerian terkait. 
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Dari hasil studi dokumentasi dan wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembagian habis tugas perangkat daerah di 

Kabupaten Nunukan berdasarkan nomenkalatur dari kementerian I 

lembaga terkait dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun2016. 

6) Rentang kendali 

Terkait rentang kendali, peneliti melakukan wawancara kepada 

informan-informan sebagai berikut : 

Informan 2 mengatakan bahwa : 

Rantang kendali yang dilakukan dalam bentuk kontrol dan 
pengawasan serta pembinaan terhadap pegawai-pegawai di setiap 
OPD baik tata keija maupun tingkat kedisiplinan pegawai. Hal ini 
telah dilakukan secara kontinyiu dan berkala baik evaluasi kinerja 
pegawai dimana sering dilakukan rapat koordinasi antar OPD dan 
sering dilakukan kontroling terhadap tingkat kehadiran pegawai 
dengan menggunakan absensi elektronik. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 3 bahwa : 

Pembinaan dan pengawasan terns dilaksanakan oleh pemerintah 
Kabupaten Nunukan baik itu kineja OPD maupun kinerja pegawai 
sebagai kendali atau kontrol dalam mimjalankan tugas dan fungsi 
masing-masing. 

Informan 4 menyatakan bahwa : 

Rentang kendali di lingkungan pemerintahan kabupaten Nunukan 
telah dilaksanakan dengan adanya pemeriksaan pada setiap 
berakhirnya kegiatan oleh Inspektorat. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 7 bahwa : 

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, 
maka pemerintah tetap melakukan kontrol atau rentang kendali. 
Hal ini diwujudkan dengan adanya instansi terkait yakni 
Inspektorat yang mempunyai funsi sebagai pembina dan pengawas 
terhadap jalannya pemerintahan daerah. 
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Dari basil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah Kabupaten Nunukan terns melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah baik itu pembinaan 

dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah maupun 

pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Nunukan. 

7) Tata kerja yang jelas 

Terkait tata keija yangjelas, peneliti malakukan wawancara kepada 

informan-informan sebagai berikut: 

Informan 2 mengatakan bahwa : 

Dengan adanya pembagian kewenangan berdasarkan Undang­
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
diharapkan tat a keij a sudah j elas dan tidak terjadi tumpang tindih 
tugas dan fungsi karena sampai saat ini, belum ada laporan terkait 
adanya tumpang tindih tugas dan fungsi. 

Informan 3 mengatakan bahwa : 

Tata keija dari masing-masing OPD telah jelas karena masing­
masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah. 

Informan 5 menyatakan bahwa : 

Tata keija dari masing-masing instansi atau Organisasi Perangkat 
Daerah telah jelas karena sistem kerja OPD di Kabupaten Nunukan 
tidak ter!epas dari Dokumen Pengesahan Anggaran (DP A) dimana 
DPA tersebut merupakan turunan dari RPJMD!Renstra dan 
RKPD!Renja yang merupakan pedoman kerja dari masing-masing 
OPD. 

Informan 8 mengatakan bahwa : 

Pada dasamya tata keija dari masing-masing jabatan telah jelas, 
namun ada sedikit kekeliruan dimana pada nomenklaturnya sub 
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bagian keuangan dan aset akan tetapi dalam uraian tugas aset masih 
merupakan tupoksi dari sub bagian umum dan kepegawaian. Hal 
ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan nomor 42 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Nunukan. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 9 bahwa : 

Tata keija belum semuanya disesuaikan dengan nomenklatur 
seperti kepengurusan aset seharusnya menjadi tugas dan fungsi sub 
bagian keuangan dan aset. Namun pada kenyataannya telah 
tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan nomor 42 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Nunukan bahwa kepengurusan aset merupakan tupoksi dari sub 
bagian umum dan kepegawaian. 

Selanjutnya peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap 

peraturan Bupati Nunukan nomor 23-54 tahun 2016 tentang organisasi 

perangkat daerah memperoleh data bahwa pembagian tata keija di 

lingkungan pemerintahan Kabupaten Nunukan bel urn jelas karena masih 

ada uraian tugas yang tidak sesuai dengan nomenklaturnya. Hal ini dapat 

dilihat pada Peraturan Bupati Nunukan nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan pasal 7 ayat 

(3) huruf e berbunyi: 

Mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan 
kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/pemanfaatan, pemeliharaan 
dan inventarisasi barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga 
Dinas. 

Uraian tugas tersebut ada pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian walaupun ada khusus bagian aset yaitu Sub Bagian 

Keuangan dan Aset. Sehingga hal ini perlu peninjauan kembali terhadap 
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uraian tugas dan nomenklatumya. Bila dilihat dari nomenklatur jabatan, 

seharusnya isi uraian tugas huruf e ayat 3 pasal 7 Perbup Kab. Nunukan 

Nomor 42 tahun 2016 tersebut menjadi tugas dan fungsi Sub Bagian 

Keuangan dan Aset atau bila uraian tugasnya tetap pada Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian, maka sebaiknya n6menklatur Sub Bagian 

Keuangan dan Aset diubah menjadi Sub Bagian Keuangan. Hal ini juga 

teijadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang tertuang dalan 

Perbup Kab. Nunukan Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Nunukan. 

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembagian tata keija pada organisasi perangkat 

daerah di Kabpaten Nunukan masih ada yang belumjelas. 

8) Fleksibelitas 

Terkait tentang fleksibelitas, peneliti melakukan wawancara kepada 

informan-informan sebagai berikut : 

Informan 5 mengatakan bahwa : 

Pemerintahan Kabupaten Nunukan merupakan pemerintahan yang 
fleksibel yaitu menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 7 bahwa : 

Pemerintahan yang baik itu harus fleksibel dan tidak kaku. Sebagai 
contoh bencana banjir yang dialami masyarakat Kecamatan 
Sembakung, pemerintah cepat dan tanggap dalam mengatasinya 
walaupun dengan kondisi keuangan daerah yang serba kekurangan 
akan tetapi pemerintah terns berusaha dalam menghadapinya. 
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Hal yang sama diungkapkan oleh masyarakat Kecamatan Sembakung 

sebagai informan 8 bahwa : 

Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menjalankan 
pemerintahannya sangat fleksibel terbukti dalam penanganan 
bencana banjir, pemerintah langsung turun tangan untuk 
memberikan bantuan. 

Dari basil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintahan Kabupaten Nunukan merupakan pemerintahan yang 

fleksibel yang berarti dalam menjalankan pemerintahan untuk hal-hal 

tertentu dan bersifat segera, pemerintah akan lebih memprioritaskannya. 

Berdasarkan data-data tersebut di atas bahwa asas pembentukan dan 

susunan perangkat daerah di Kabupaten Nunukan belum semunya terpenuhi. 

Asas-asas yang sudah sesuai dengan pembentukan dan susunan organisasi 

perangkat daerah Kabupaten Nunukan adalah: (1) Urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah; (2) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi 

daerah; (3) Pembagian habis tugas; ( 4) Rentang kendali; dan (5) Fleksibelitas. 

Sedangkan asas-asas yang belum sesuai dengan pembentukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan adalah : (1) Efisiensi; 

(2) Efektifitas; dan (3) Tata keija yang jelas. 

b. Prinsip 

1) Kondisi daerah 

Terkait kondisi daerah, peneliti melakukan wawancara kepada 

informan-informan sebagai berikut : 

Informan 2 mengatakan bahwa : 
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Dalam perumusan pembentukan dan susunan organisasi perangkat 
daerah tetap menyesuaikan dengan kondisi daerah. 

Informan 4 mengatakan bahwa : 

Kondisi daerah merupakan hal yang sangat penting dalam 
menyusun dan membetuk organisasi perangkat daerah. 

Informan 7 mengatakan bahwa : 

Hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk dan menyusun 
organisasi perangkat daerah adalah kondisi daerah setempat. 

Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 

tahun 2016-2021 adalah: 

Kondisi daerah Kabupaten Nunukan dapat dilihat dari 5 (lima) 
aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan 
masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan aspek 
tata ruang. 

Dari hasil studi dokumentasi tersebut bahwa dalam pembentukan 

dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan 

disesuaikan dengan kondisi daerah, baik itu terhadap aspek geografi, 

aspek maupun dan aspek tata ruang. Yang perlu diperhatikan terhadap 

aspek geografi adalah kondisi wilayah daerah Kabupaten Nunukan, aspek 

demografi adalah jumlah penduduk Kabupaten Nunukan, aspek 

kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Nunukan, aspek pelayanan umum adalah infrastruktur yang dimiliki 

Kabupten Nunukan, aspek daya saing adalah potensi dan peluang daerah 

yang dimiliki Kabupaten Nunukan dan aspek tata ruang adalah 

pemanfatan ruang daerah Kabupaten Nunukan. 
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a) Aspek geografi 

Yang perlu diperhatikan terhadap aspek geografi yakni kondisi 

wilayah daerah Kabupaten Nunukan yaitu : 

- Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari provinsi 

Kalimantan Utara dengan luas wilayah sebesar 14.325,38 km2 yang 

terletak antara II 5° 22' 33" sampai dengan Il8° 44' 55" BT dan 

terletak antara 3° 15' 00" sampai dengan 4° 24' 55" LU. 

- Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan dengan negara 

Malaysia dan memiliki 7 (tujuh) titik pos perbatasan baik di darat 

maupun di !aut yang dijadikan pintu masuk dan transit dari dan ke 

negara Malaysia sehingga Kabupaten Nunukan menjadi daerah 

yang sangat strategis dalam peta Ialu Iintas antar negara. 

- Secara administratif, wilayah Kabupaten Nunukan dibagi menjadi 

19 (sembilan belas) wilayah kecamatan yang tersebar di daratan 

pulau Kalimantan, pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Adapun 

Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan dapat dilihat 

pad a tebel 4.14. berikut ini : 

Tabel4.14. Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah se-
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8 !0 !. 608,4S 

9 12 1.513,31 

!0 176.49, 

II 10 27.772 

12 4 850,48 

13 28 290,2 

14 49 3. 357,01 

15 23 254,35 

16 yan Se!atan 13 760,2 

!7 ' yan Tengah 11 997,4 

18 yanBarat 25 307,2 

yan Timur 17 !.273,1 

240 14.247.5U 
Sumber: LPPD Kabupaten Ntmukan Tahun 2016 

b) Aspek demografi 

Yang perlu diperhatikan d an aspek demografi adalah jumlah 

ta penduduk. Berdasarkan da dari BPS Kabupaten Nunukan 

(Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2017) bahwa jumlah penduduk 

Kabupaten Nunukan pada tah un 2016 tercatat 185 .499 jiwa dengan 

kepadatan penduduk mencap ai 12,95 jiwalkm2• Berdasarkan pola 

persebaran penduduk Kabup aten Nunukan menurut !uas wilayah, 

masih belum merata terliha t adanya perbedaan yang mencolok 

k temadap kepadatan pendudu an tar kecamatan. Kecamatan yang 

memiliki kepadatan pendudu k lebih tinggi debandingkan dengan 

kecamatan lain adalah Keca matan Sebati timur dengan kepdatan 

329,44 jiwalkm2 . Kemudian menyusul Kecamatan Sebatik Tengah 

dengan kepadatan penduduk mencapai 158,44 jiwa/km2
, kemudian 

menyusul Kecamatan Nunuka n Selatan dengan kepadatan penduduk 

sebesar 123,73 jiwalkm2, m enyusul Kecamatan Nunukan dengan 

kepadtan penduduk sebesa r 116,21 jiwa!km2
, la!u menyusul 
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kecamatan-kecamatan lain. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk 

dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15. Jumlah peududuk dan kepadatan penduduk di 
wilayah Kabupaten Nunukan tahun 2016. 

Laju pertumbuhan penduduk, juga mernpakan faktor penentu 

dalam keberhasilan pembangunan, karena teijadinya pembangunan di 

suatu wilayah tidak luput dari peran serta penduduknya begitupun 

yang teijadi di Kabupaten Nunukan. 

Dari basil penelitian diperoleh data bahwa laju pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Nunukan terns naik. Hal ini teijadi karena, 

dengan semakin bertambahnya penduduk di Kabupaten Nunukan, 

maka pemerintah bernsaha melengkapi fasilitas publik yang 

dibutuhkan masyarakat dan dibukanya juga lapangan pekerjaan agar 

kelangsungan hidup terns berjalan. Dengan melihat keberhasilan ini, 

maka dapat menarik minat para pendatang barn untuk tetap tinggal di 
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Kabupaten Nunukan. Hal ini dapat menguntungkan pemerintah 

Kabupaten Nunukan, karena dengan bertambahnya penduduk 

merupakan suatu potensi yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat dan mendorong terns berkembangnya 

pembangunan. Namun disisi lain, jumlah penduduk yang tingi juga 

dapat menimbulkan masalah apabila penyebaran penduduk tidak 

merata. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di 

Kabupaten dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut : 

Tabe14.16 Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk 
di Kabupaten Nnnukan 

c) Aspek kesejahteraan masyarakat 

Kondisi daerah Kabupaten Nunukan bila ditinjau dari aspek 

kesejahteraan masyarakat berarti pemerintah perlu memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan. Apabila pemerintah 

Kabupaten Nunukan memiliki kemampuan untuk menggali potensi 
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daerah yang dimiliki, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

akan semakin besar sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut 

naik. Hal ini dapat menunjang ketersediaan lapangan pekerjaan 

sehingga perekonomian masyarakat meningkat yang pada akhirnya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu peningkatan 

sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja karena ini sangat 

penting mengingat persaingan dalam dunia kerja semak.in tinggi. Hal 

ini dapat menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten 

Nunukan untuk dapat mengimbangi antara enyediaan lapangan kerja 

dan peningkatan sumber daya manusia. 

d) Aspek pelayanan umum 

Kondisi Kabupaten nunukan dilihat dari segi aspek pelayanan umum 

adalah adanya infrastruktur yang dimiliki Kabupten Nunukan. 

Infrastruktur merupakan faktor pendukung dalam pembangunan suatu 

wilayah karena dengan ketersediaan infrastruktur dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Infrastruktur yang menjadi pelayanan umum yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah penyediaan sarana 

transportasi berupa jalan dan kendaraan, penyediaan listrik, 

penyediaan air bersih, penyediaan sarana kesehatan dan penyediaan 

sarana pendidikan. 

e) Aspek daya saing 
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Aspek daya saing adalah potensi dan peluang daerah yang dimiliki 

Kabupaten Nunukan. Potensi dan peluang yang dimiliki Kabupaten 

Nunukan bila dilihat dari aspek daya saing adalah Kabupaten 

Nunukan merupakan daerah perbatasan dan menjadi daerah transit dan 

jalur lalu lintas antar negara sehingga menjadi daerah yang sangat 

strategis dalam pengembangan di sektor perdagangan dan jasa. 

f) Aspek tata ruang 

Untuk menuju pembangunan yang berkelanjuta, maka kondisi daerah 

yang perlu diperhatikan dari aspek tata ruang adalah pemanfatan ruang 

di wilayah Kabupaten Nunukan yang berdasarkan pada prinsip 

pemanfaatan sumber daya alam dan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi tersebut di atas 

dijelaskan bahwa pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah 

di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyesuaikan 

kondisi daerah Kabupaten Nunukan. 

2) Kebutuhan daerah 

Terkait kebutuhan daerah, peneliti melakukan wawancara kepada 

informan-informan sebagai berikut : 

Informan 2 mengatakan bahwa : 

Dalam perumusan pembentukan dan susunan organisasi perangkat 
daerah tetap memperhatikan kebutuhan daerah sebagaimana yang 
telah ditetapkan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah dan 
Penelitian Pembangunan Kabupaten Nunukan. 

Informan 11 mengatakan bahwa : 
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Kebutuhan daerah Kabupaten Nunukan menyesuaikan dari VISI 

misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Nunukan dan 
kebijakan pada isu-isu strategis. Isu-isu strategi tersebut tertuang 
dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Nunukan periode tahun 2016-2021 

Selain itu, peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 

Kabupaten Nunukan bahwa isu-isu strategis Kabupaten Nunukan ada 7 

(tujuh) yaitu : 

1. Agrobisnis terdiri dari : 

Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan 

kesejahteraan petani 

- Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas 

- Semakin menurunnya kualitas Iingkungan hidup, pelestarian dan 

pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati 

- Rendahnya daya saing produk lokal 

- Kemiskinan yaitu percepatan penanggulangan kemiskinan dan 

perlindungan sosial 

b) Pelayanan dasar terdiri dari : 

- Belum optimalnya layanan kesehatan 

- Pengembangan jaminan kesehatan nasional (JKN) 

- Penguatan data dan informasi kependudukan 

- Peningkatan kualitas pendidikan 

- Pendidikan kewarganegaraan dan karakter untuk mendukung 

revolusi mental 
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c) Kawasan perbatasan dan wilayah tertinggal terdiri dari : 

- Konektivitas pusat pertumbuhan 

- Integrasi pengolahan dan pembangunan perbatasan 

d) Tata kelola pemerintahan yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih (good and clean govermen) berbasis IPTEK 

e) Ekonomi terdiri dari : 

- Peningkatan penerimaan dan investasi di daerah 

- Pengembangan perdagangan, jasa dan pariwisata 

f) Infrastruktur yaitu penyediaan fasilitas umum dan fasilitas social. 

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi tersebut di atas 

dijelaskan bahwa pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah 

di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan sudah menyesuaikan 

dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah itu harus sejalan dengan 

visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan dan kebutuhan tersebut 

dituangkan dalam isu strategis rencana pembangunan jangka menengah 

daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan periode 2016-2021. 

3) Beban kerja daerah 

Terkait beban keija daerah, peneliti juga melakukan wawancara 

kepada informan-informan sebagai berikut : 

Informan 2 mengatakan bahwa : 

Dalam perumusan pembentukan dan susunan organisasi perangkat 
daerah juga tetap memperhatikan beban kerja daerah sebagaimana 
yang telah tertuang dalam RPJMD 2016-2021. 

Informan 11 mengatakan bahwa : 
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Bahan kerja daerah Kabupaten Nunukan juga tetap menyesuaikan 
dari visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pemerintah 
Kabupaten Nunukan yang kemudian dijabarkan kedalam program 
dan kegiatan dan penetapan indikator kinerja daerah. Semua itu 
sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2016-2021. 

Selain itu, peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 

bahwa indikator kinerja daerah sudah termuat di dalamnya untuk menjadi 

panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program dan kegiatannya. 

Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dijelaskan bahwa 

pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah di Iingkungan 

pemerintah Kabupaten Nunukan sudah menyesuaiakan dengan beban 

kerja daerah Kabupaten Nunukan. Beban kerja daerah itu merupakan 

penjabaran dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Nunukan periode 2016-2021 dalam bentuk program 

dan kegiatan masing-masing OPD yang harus dicapai dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun. 

4) Tepat ukuran 

Terkait tepat ukuran, peneliti melakukan wawancara kepada 

infonnan-infonnan sebagai berikut : 

Informan 1 manyatakan bahwa : 

Untuk mengukur tepat tidaknya pembentukan organisasi daerah 
dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. 
Namun untuk sekarang ini kondisi kita masih belum mampu untuk 
membiayai kebutuhan yang ada sehinga berpengaruh terhadap 
kinerja. Walaupun demikian, kita dituntut untuk tetap membentuk 
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• 

OPD dengan menyesuaikan urusan sesua1 UU nomor 23 tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Informan 2 mengatakan bahwa : 

Ukuran dalam perumusan pembentukan dan susunan organisasi 
perangkat daerah berdasarkan pada UU Nomor 23 tahun 2014 dan 
PP nomor 18 tahun 2016 serta menyesuaikan nomenklatur dari 
kementerian atau lembaga terkait. 

Informan II mengatakan bahwa : 

I. Melihat kondisi keuangan daerah yang serba terbatas, maka 
Pembentukan OPD baru belum bisa dikategorikan tepat ukuran 
karena kemampuan keuangan daerah belum mampu untuk 
membiayai semua kegiatan yang direncanakan oleh masing­
masingOPD. 

2. Bila dilihat dari sisi dari pembagian tugas dan wewenang maka 
ada indikasi beberapa OPD yang tumpang tindih tupoksi 
sehingga mengakibatkan pemborosan pembiayaan terhadap 
kegiatan yang diusulkan oleh OPD terkait yang tumpang tindih. 

Informan 16 mengatakan bahwa : 

Langkah pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam 
pembentukan OPD sudah tepat karena telah melalui kajian-kajian 
berdasarkan persoalan-persoalan yang ada namun dengan kondisi 
keuangan daerah saat ini, keputusan ini perlu dikaji kembali 
mengingat dengan banyaknya organisasi perangkat daerah yang 
barn terbentuk namun tidak didukung dengan anggaran maka 
kegiatan juga tidak dapat terlaksanan. 

Dari basil wawancara dijelaskan bahwa pembentukan organisasi 

perangkat derah yang baru ini masih perlu dikaji kembali karena belum 

tepat ukuran bila dilihat dari segi sumber daya modal yang ada. 

5) Tepat fungsi 

Terkait dengan tepat fungsi, peneliti melakukan wawancara kepada 

informan-informan sebagai berikut : 

Informan 3 mengatakan bahwa : 
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L OPD baru dibentuk berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah, ada beberpa OPD yang dipecah dan 
ada beberapa OPD digabung. OPD yang terbentuk sudah tepat 
fungsi karena sudah diatur sedemikian rupa dan dibahas di 
bidang pemerintahan sehingga keselahan dapat diminimalisir. 

2. Khusus untuk bagian pemasaran, pemasaran atau perdagangan 
di Dinas Perdangan bersifat umum, sedangkan bagian 
pemasaran di luar Dinas Perdagangan bersifat spesifik. Seperti 
bagian pemasaran di Dinas Pertanian hanya terfokus pernasaran 
kornoditi pertanian dan perkebunan. 

Inforrnan 4 rnengatakan bahwa : 

1. Pernbentukan OPD baru khususnya Dinas Kornunikasi, 
Inforrnatika dan Statistik dilaksanakan sudah tepat fungsi dan 
sesui dengan UU Nomor 23 tahun 2014 dan PP Nomor 18 
Tahun2016. 

2. Setelah terbentuknya OPD Baru ini, beberapa bagian dipisah 
dari dinas sebelurnnya seperti kornunikasi dan informasi 
sebelumnya berada di Dinas Perhubungan, pelayanan informasi 
publik sebelumnya berada di bagian humas Setda, statistik 
sektoral sebelurnnya rnenjadi bagian Bapeda dan persandian 
sebelumnya ada dibagian umum Setda yang sekarang digabung 
dalarn satu dinas yaitu Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan 
Statistik. 

3. Khusus untuk statistik, yang membedakan dengan BPS yaitu 
BPS menangani statistik Iebih jelas dan Iuas (kewenangan 
daerah dan fertikal) sedangkan statistik yang ada di 
Diskominfotik rnerupakan statistik sektoral dalarn hal 
kewenangan daerah saja dan untuk memperoleh data statistik 
sektoral tersebut, diperoleh dari data OPD-OPD yang selarna 
ini sudah dikelola dan pihak Diskominfotik tinggal membuat 
sistern untuk dikelola menjadi lebih baik sehingga lebih cepat 
diperoleh inforrnasinya. 

4. Fungsi Diskominfotik sebagai pengelola dokurnen daerah 
secara "Smart" (cepat, muda dan tepat) 

Inforrnan 7 mengatakan bahwa : 

Pada prinsipnya pernbentukan OPD baru ini sudah tepat, hanya 
saja khusus untuk Dinas Perhubungan ada hal-hal teknis yang 
diatur tidak relevan dengan kewenangan yang ada terhadap 
regulasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu, perlu 
peninjauan kernbali hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan 
fungsi OPD karena untuk Dinas Perhubungan Kabupaten terjadi 
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pengurangan kewenangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. 

Hal berbeda diungkapkan oleh informan 8 bahwa : 

Masih ada uraian tugas yang belum tepat atau masih ada yang 
tumpang tindih antar unit kerja yakni masalah inventarisasi 
barang, dimana uraian tersebut masuk pada tupoksi Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian sedangkan pada nomenklatur terdapat 
Sub Bagiab Keuangan dan Aset. Bila kita mencermati uraian 
tugas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan nomor 42 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kelja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Nunukan pasal 7 ayat (3) huruf e seharusnya tugas 
inventarisasi barang itu merupakan salah satu uraian tugas Sub 
Bagian Keuangan dan Aset. 

Hal yang sama diungkapkan oleh 13 bahwa : 

1. OPD yang terbentuk masih ada yang belum tepat fungsi 
karena masih teljadi tumpang tindih kewenangan, khususnya 
pada Kasi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dimana 
pada uraian tugas yang tertuang dalam Peraturan Bupati 
Nunukan nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelja 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan 
pada uraian tugas pasal 23 ayat (3) huruf d) dan e) yang 
seharusnya itu merupakan kewenangan UPT Pusat atau 
UPTD Provinsi. 

2. Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Nunukan khususnya di bidang perkebunan masih 
memiliki kelemahan walaupun itu sudah mengacu pada 
Permentan Nomor 43/Permentan!OT.010/8/2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur, tugas dan Fungsi Dinas Urusan 
Pangan dan Dinas Pertanian Daerah Provinsi dan 
Kabupaten!Kota. Struktur tersebut cocok diterapkan untuk 
daerah Pulau Jawa karena kondisi daerah di Pulau Jawa yang 
sudah relatif tertata dan maju. Sedangkan daerah di luar 
Pulau Jawa khususnya Kabupaten Nunukan yang 
infrastruktur terbatas dan kompleksitas masalah yang 
dihadapai sehingga struktur ini tidak tepat fungsinya 
khususnya seksi pengolahan dan pemasaran hasil 
perkebunan. 

3. Kegiatan pemasaran hasil pertanian pada tingkat tertentu 
juga bersinggungan dengan tugas dan fungsi Dinas 
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Perdagangan, sehingga menimbulkan dualisme kewenangan 
dalam pelaksanaan kewenangan daerah. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 17 bahwa : 

Seksi pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan 
hortikultura masih tumpang tindih tupoksinya. Dimana kegiatan 
yang menyangkut pengolahan itu merupakan kegiatan alat dan 
mesin pertanian pasca panen. Hal ini bersinggungan dengan 
seksi pupuk, pestisida dan alsintan. Selain itu kegiatan 
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian juga bersinggungan 
dengan tugas dan fungsi UKM dan Dinas Perdagangan, 
sehingga menimbulkan dualisme kewenangan dalam 
pelaksanaan kewenangan daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian wewenang Organisasi Perangkat Daerah 

masih belum tepat fungsi karena masih adanya tumpang tindih tugas 

dan fungsi baik antar OPD, antar unit kerja sendiri maupun antar unit 

terkait lainnya sehingga perlu peninjauan kembali terhadap tugas dan 

fungsi masing-masing OPD. 

Berdasarkan data-data tersebut di atas bahwa prinsip pembentukan dan 

susunan perangkat daerah di Kabupaten Nunukan belum semunya terpenuhi. 

Dari 5 (lima) prinsip tersebut di atas yang sesuai ada 3 (tiga) prinsip dan yang 

tidak sesuai ada 2 (dua) prinsip. Adapun prinsip-prinsip yang sudah sesuai 

dengan pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten 

Nunukan adalah: (I) Memperhatikan kondisi daerah; (2) Kebutuhan daerah; 

dan (3) Beban kerja daerah. Sedangkan prinsip-prinsip yang belum sesuai 

dengan pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten 

Nunukan adalah: (1) Tepat ukuran; dan (2) Tepat fungsi. 
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B.2. Hambatan-hambatan Yang Terjadi Deugau Terbentnknya 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan 

a. Tujuan 

Hambatan dalam pencapaian tujuan, peneliti melakukan wawancara 

kepada informan-informan sebagai berikut : 

lnforman 1 mengatakan bahwa : 

Tujuan dapat tercapai apabila OPD berjalan secara efektif. OPD 
dapat berjalan efektif apabila didalam strukturnya sudah tepat (tidak 
ada yang tumpang tindih, para pegawai aktif bekerj a, anggaran 
tersedia dan masih banyak lagi yang dapat mendukung itu. Namun 
bila kita melihat kondisi sekarang ini, tujuan atau visi yang telah 
ditetapkan itu, akan sulit tercapai. 

Informan 2 mengatakan bahwa : 

Dengan adannya tumpang tindih tupoksi, tujuan dari organisasi tidak 
dapat tercapai. 

Informan 13 mengatakan bahwa : 

Dalam pencapaian tujuan umum bersama, dengan adanya tumpang 
tindih tupoksi ini, maka sudah pasti akan kurang maksimal, karena 
adanya benturan kegiatan dimana akan saling berharap dalam hal 
pembinaan dan pengawasannya. 

Informan 14 mengatakan bahwa : 

Bila kita melihat dari jumlah pegawai yang ada di Kabupaten 
Nunukan, saya rasa tujuan umum bersama pasti akan tercapai. 

Informan 15 mengatakan bahwa : 

Diharapkan dengan terbentuknya OPD ini, tujuan yang diinginkan 
bisa tercapai. Serna itu dapat terwujud apabila kita semua bersam­
sama membantu pemerintah dalam mewujudkannya, dengan cara 
kita bekerja secara profesional dan sesuai aturan yang ada. 

Informan 16 mengatakan bahwa : 
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Untuk mencapai tujuan umum bersama, banyak kriteria yang hams 
mendukung seperti, terpenuhinya modal (anggaran yang cukup dan 
aset yang memadai), sumber daya manusia cukup dan berkualitas, 
koordinasi yang baik dan lain-lain. Karena sekarang ini posisi 
anggaran kita masih defisit, maka tujuan yang diinginkan akan sulit 
tercapai. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 17 bahwa : 

Dengan terjadinya tumpang tindih tupoksi ini, maka tujuan kita 
bersama akan sulit tercapai karena masing-masing bidang memiliki 
rencana yang berbeda-beda, lokasi berbeda dan skala prioritas yang 
berbeda. 

Berdasarkan basil wawancara tersebut bahwa untuk mencapai 

tujuan umum bersama, masih mengalami hambatan-hambatan dalam 

pencapamnnya. 

b. Sumber daya 

Hambatan yang dihadapi dari segi sumber daya, peneliti melakukan 

wawancara terhadap 2 (dua) gejala yakni sumber daya manusia dan 

sumber daya modal sebagai berikut : 

1) Sumber daya manusia 

Hambatan yang dihadapi dari segi sumber daya manusia, peneliti 

melakukan wawancara kepada informan-informan sebagai berikut : 

Informan 1 mengatakan bahwa : 

Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Nunukan 
sudah cukup banyak dan rata-rata pegawai yang dimiliki 
pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup baik dan faham 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing. 
Namun melihat kondisi keungan saat ini, pegawai di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Nunukan masih banyak yang santai dalam 
bekerja sehingga tidak ada basil yang diberikan untuk daerah. Hal 
ini sangat merugikan. 

Informan 5 mengatakan bahwa : 
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Secara umum, kualitas pegawai yang dimiliki pemerintah 
Kabupaten Nunukan sudah baik dalam menjalankan pekeijaan 
masing-masing bai itu pegawai negeri sipil maupun pegawai 
honorer. 

Informan 14 mengatakan Bahwa: 

Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah 
Kabupaten Nunukan sudah cukup memadai baik dari segi 
golonganlkepangkatan, esselon, jenjang pendidikan maupun jumlah 
pegawainya dimana jumlah PNS sebanyak 4. 019 orang. Belum Iagi 
ditambahkan dengan jumlah pegawai non PNS. Jadi saya rasa 
cukup untuk melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten 
Nunukan ini. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten 

Nunukan sudah cukup baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. 

2) Sumber daya modal 

Hambatan yang dihadapi dari segi sumber daya modal, peneliti 

melakukan wawancara kepada informan-informan sebagai berikut : 

Informan I mengatakan bahwa : 

Untuk menjalankan pemerintahan sangat memerlukan anggaran. 
Dan melihat kondisi keuangan daerah yang terbatas saat ini, dapat 
menjadi faktor penghambat dalam menjalankan pemerintahan. 
Selai itu, untuk menjalankan pemerintahan juga memerlukan 
fusilitas. Dengan terbentuknya OPD Baru ini, Kabupaten Nunukan 
masih kekurangan aset atau fasilitas. Hal ini juga dapat 
menghambat kinerja pegawai Kabupaten Nunukan. 

Informan 4 mengatakan bahwa : 

Sebagai OPD barn, sangat membutuhkan sarana dan rasarana 
terutama gedung. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja para 
pegawai yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Kabupaten Nunukan. 

Informan 5 mengatakaan bahwa : 
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. .:. .. 

Salah satu faktor penghambat dalam menjalankan tupoksi masing­
masing pejabat Organisasi Perangkat Daerah adalah Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah yang masih kurang dan sangat terbatas. 
Selain anggaran, Kabupaten Nunukan juga kekurangan aset, 
dimana aset-aset yang dimiliki daerah Kabupaten Nunukan sudah 
banyak yang rnsak dan butuh perbaikan atau pengadan barn. 
Kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugas juga tergantung 
dari ketersediaan fasilitas. 

Informan 6 mengatakan bahwa : 

Kegiatan-kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang 
disebabkan oleh terbatasnya anggaran. 

Informan 8 mengatakan bahwa : 

Penyerapan anggaran sampai pada triwulan 3 pada tahun ini cukup 
rendah yang disebabkan dengan adanya pembatasan anggaran 
untuk masing-masing OPD. 

Informan 9 mengatakan bahwa : 

Aset yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Nunukan belum memadai karena sudah banyak aset­
aset yang rnsak dan belum ada pergantian yang baru. Hal ini dapat 
menyurutkan semangat pegawai dalam menjalankan tugas. 
Contohnya Dalai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan 
Sembakung sudah rnsak sehingga PPL yang ada disana enggan 
untuk berkantor di BPP tersebut. 

Informan 15 mengatakan bahwa: 

1. Anggaran daerah Kabupaten Nunukan pada saat ini sangat 
terbatas karena kita masih ketergantungan dengan anggaran dari 
pusat. Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan­
kegiatan dalam rangka pembangunan daerah. · 

2. Aset yang dimiliki daerah Kabupaten Nunukan pada saat ini 
sudah banyak yang rusak sehinga butuh pengadaan baru. Namun 
melihat kondisi keuangan daerah saat ini yang sangat terbatas, 
maka hal ini susah untuk direalisasikan. Jadi diharapkan kepada 
selurnh perangkat daerah untuk tetap bersabar dan terns bekerja 
dan berkarya serta hal ini tidak dijadikan hambatan dalam 
menjalankan tugas. 
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I . 

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

dengan terbentuknya organisasi perangkat daerah, masih terjadi 

hambatan khususnya dari segi sumber daya modal dimana anggaran yang 

tersedia di Kabupaten Nunukan sangat terbatas. Anggaran merupakan 

kunci utama dalam menjalankan pemerintahan, karena tanpa anggaran 

maka pembangunan tidak dapat berjalan atau terhambat dan sebaliknya 

bila anggaran tersedia, maka pembangunan terns berjalan sesua dengan 

rencana. Selain itu, aset yang dimilii oleh pemerintah Kabupaten 

Nunukan belum memadai sehingga perlu pengadaan barn. Hal ini juga 

dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan program organisasi 

perangkat daerah. Aset juga merupakan kunci utama dalam menjalankan 

pemerintahan, karena tanpa aset maka pelaku pemerintahan tidak dapat 

bekerja secara maksimal dan sebaliknya bila aset tersedia, maka pegawai 

bisa merasa nyaman dan maksimal dalam melaksanakan tugas sehingga 

kinerja pegawai bisa meningkat. 

c. Pembagian kerja 

Hambatan yang dihadapi dari segi pembagian kerja, peneliti 

melakukan wawancara kepada inforrnan-informan sebagai berikut : 

Inforrnan 2 mengatakan bahwa : 

Dengan adanya pembagian kewenangan berdasarkan UU Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta nomenklatur dari 
Kementerian/lembaga terkait, diharapkan tidak terjadi tumpang 
tindih tugas dan fungsi karena proses penyusunan tugas dan fungsi 
jabatan dilakukan melalui mekanisme pertemuan atau rapat teknis 
dengan melibatkan seluruh SKPD terkait. 
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Informan 3 mengatakan bahwa : 

Dengan terbentuknya OPD bam, pembagian keJja tidak terjadi 
tumpang tindih tugas dan fungsi baik anatar SKPD maupun antar 
unit terkait. 

Informan 5 mengatakan bahwa : 

Pembagian tugas dan fungsi masing-masing OPD sudah jelas dan 
tidak teJjadi tumpang tindih karena masing-masing OPD 
menjalankan tupoksi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Nunukan dan urusan-urusan pemerintahan telah dijelaskan dalam 
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 
Nomor 18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah. 

Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh informan 8 bahwa : 

Sebagian pembagian uraian kerja masih sedikit membingunkan 
antar sub bagian keuangan dan aset dengan sub bagian umum dan 
kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Nunukan yakni pada tupoksi kepengurusan barang 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan nomor 42 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Nunukan. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 9 bahwa : 

Pembagian tugas fungsi masih ada sedikit keliru tentang 
nomenklatur "Sub Bagian Keuangan dan Aset", seharusnya itu 
namanya :"Sub Bagian Keuangan" saja karena kepengurusan aset 
itu merupakan pekeJjaan "Sub Bagian Umum dan Kepegawaian" 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan nomor 42 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisas~ Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Nunukan. 

Informan 13 mengatakan bahwa : 

Pembagian kerja belum semuanya rata karena ada seksi yang job 
deskripsinya kurang dan ada seksi yang job deskripsinya 
berlebihan. Misalnya Di dinas Pertanian ini ada 3 seksi 
pengolahan dan pemasaran dimana kegiatan yang dilaksanakan 
sangat minim sedangkan pada seksi produksi perkebunan dan 
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seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura memiliki tugas 
yang begitu banyak karena banyaknya komoditi yang diurus. 

Informan 17 mengatakan bahwa : 

Pembagian kerja masih ada yang tumpang tindih tupoksinya 
yaitu Seksi pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan 
hortikultura masih tumpang tindih tupoksinya. Dimana kegiatan 
pongoahan dan pemasaran bersinggungan dengan seksi pupuk, 
pestisida dan alsintan dan bersinggungan dengan tugas dim 
fungsi UKM dan Dinas Perdagangan, sehingga menimbulkan 
dualisme kewenangan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. 

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembagian kerja belum semuanya rata dan sebagian tugas dan fungsi 

masih terjadi tumpang tindih sehingga perlu peninjauan kembali. Hal ini 

dapat menghambat tercapainya tujuan pelaksanaan organisasi perangkat 

daerah karena saling rebutan kegiatan, rebutan lokasi, rebutan sasaran 

bahkan dapat terjadi pemborosan anggaran. 

d. Koordinasi 

Hambatan yang dihadapi dari segi koordinasi, peneliti melakukan 

wawancara kepada informan-informan sebagai berikut : 

Informan 4 menyatakan bahwa : 

Kerjasama dan koordinasi itu sangat penting dalam membangun 
daerah karena pekeijaan antar beberapa OPD saling berkaitan. Hal 
ini sudah berjalan dengan baik seperti untuk mempublikasikan 
data, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik perlu PPID 
Pembantu yang mana anggota PPID Pembantu itu adalah semua 
OPD yang ada di Kabupaten Nunukan. 

Informan 7 menyatakan bahwa : 

Kerjasama dan koordinasi dilingkungan pemerintah Kabupaten 
Nunukan sudah terbangun dan teijalin dengan baik. Ini dibuktikan 
pada saat pembentukan organisasi perangkat daerah, semua SKPD 
ikut dalam merumuskan dalam pembentukan OPD tersebut. Selain 
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itu, keijasama juga dapat dilihat pada saat penanganan isu-isu 
permasalahan daerah perbatasan, semua OPD ikut serta dalam 
pembahasan sosek mal indo. 

Informan 12 mengatakan bahwa: 

Koordinasi antar unit keija sendiri sudah baik, namun antar unit 
SKPD terkait masih belum baik karena harus melalui prosedur 
yang panjang dan rumit. 

Informan 13 mengatakan bahwa : 

Sampai pada saat ini, kerjasama dan koordinasi pada hal-hal 
tertantu masih belum berjalan dengan baik khususnya pada seksi 
yang masih bersinggungan dengan OPD lain karena masing-masing 
saling mempertahankan kegiatan. 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan 17 bahwa : 

Koordinasi belum semuanya berjalan karena masih ada tupoksi 
yang tumpang tindih dimana masing-masing saling 
mempertahankan kegiatan baik antar unit kerja maupun antar OPD 
terkait baik khusunya pada setiap unit kerja karena masing-masing 
mempertahankan rencana kerja dan pelaksanaanya. Hal ini sulit 
untuk dikoordinasikan karena saling rebutan lokasi, rebutan 
sasaran, rebutan kegiatan dan lain-lain. 

Informan 18 mengatakan bahwa : 

Yang menjadi titik permasalahan adalah kurangnya koordinasi 
antar OPD dalam penjabaran tupoksi setiap bidang dan unit kerja. 
Permasalahan ini berkelanjutan pada saat penyusunan rencana kerja 
dan pelaksanaan kegiatan. Realita yang terjadi di lapangan sering 
teijadi benturan kegiatan baik antar OPD maupun antar unit keija 
dalam satu OPD dimana mempunyai kegiatan dan sasaran yang 
sam a. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa koordinasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan belum 

semua berjalan dengan baik khusunya pada OPD yang kegiatannya masih 

tumpang tindih dengan yang lain. 
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Berdasarkan data-data tersebut di atas bahwa dalam pembentukan dan 

susunan organisasi perangkat daerah di ligkungan pemerintah Kabupaten 

Nunukan masih memiliki hambatan-hambatan yakni hambatan dari segi 

pencapaian tujuan, sumber daya modal, pembagian kerja dan koordinasi. 

C. PEMBAHASAN PENELITIAN 

C.l. Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD 

Barn) Di Kabupaten Nunukan. 

Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten 

Nunukan dibentuk berdasarkan 8 (delapan) asas dan menganut 5 (lima) 

prinsip sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Nunukan. Adapun asas-asas terbentuknya organisasi perangkat 

daerah adalah sebagai berikut : (1) Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah; (2) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; 

(3) Efisiensi; (4) Efektifitas; (5) Pembagian habis tugas; (6) Rentang kendali; 

(7) Tata keija yang jelas; dan (8) Fleksibelitas. Sedangkan prinsip-prinsip 

yang dianut dalam pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah 

adalah sebagai berikut : (I) Memperhatikan kondisi daerah; (2) Kebutuhan 

daerah; (3) Behan kerja daerah; (4) Tepat ukuran; dan (5) Tepat fungsi. 

Berdasarkan basil penelitian, bahwa pembentukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah kabupaten Nunukan telah memenuhi asas-asas 

yang telah ditentukan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
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2016 tentang Perangkat Daerah dan sesuai dengan asas dan prinsip 

sebagaimana tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten 

Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Nunukan. Hal tersebut juga sesuai dengan teori organisasi 

menurut Elu dan Purwanto (2014: 1.29) bahwa : 

Secara umum perubahan organisasi memiliki komponen-komponen 
faktor eksternal adalah sebagai berikut : 
I) Kebijakan negara dan pemerintah, yang meliputi semua kebijakan 

yang diundangkan oleh negara dan pemerintah. Kebijakan­
kebijakan tersebut dapat menentukan bagaimana organisasi harus 
bekelja, sehingga organisasi harus mampu beradaptasi dengan 
berbagai model kebijakan. 

2) Teknologi, yang dapat menjanjikan efisiensi dan efektifitas 
organ1sas1. 

3) Nilai-nilai sosial, seperti nilai kesehatan, pendidikan, moral, etika 
dan kelas sosial. 

4) Kebutuhan pelanggan, perlu menciptakan kesesuaian antara 
penyediaan bentuk dan jenis pelayanan atau produk dengan 
kebutuhan pelanggan atau masyarakat. 

5) Kompetisi, dapat mendorong seluruh komponen organisasi untuk 
bekerja secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan 
produk yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat 
memperolehnya. 

Berdasarkan teori tersebut dan hasil dari penelitian bahwa, pemerintah 

Kabupaten Nunukan dalam membentuk organisasi perangkat daerahnya 

sudah sesuai yakni berdasarkan kebijakan negara dan pemerintah, teknolog~ 

nilai-nilai sosial, kebutuhan dan kompetisi. Untuk lebih jelasnya, peneliti 

menganalisisnya pada tiap-tiap item asas dan prinsip pembentukan perangkat 

daerah di Kabupaten Nunukan sebagai berikut : 

a. Asas 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pembentukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah kabupaten Nunukan telah memenuhi asas-asas 
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yang telah ditentukan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah dan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten 

Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Nunukan. Yang termasuk asas-asas pembentukan 

perangkat daerah adalah sebagai berikut : 

1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembentukan dan susunan 

perangkat daerah di Kabupaten Nunukan sudah berpedoman pada urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini sudah diatur 

dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) 

yang berarti bahwa dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas Otonomi Daerah. Maksud pemberian otonomi yang 

seluas-luasnya kepada Daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 

dan peran serta masyarakat. Selain itu, diharapkan dengan adanya 

otonomi daerah, daerah mampu berinovasi dan berkreatif serta dapat 

meningkatkan daya saing terhadap potensi yang dimiliki daerah, dapat 

dapat memanfaatkan kearifan lokal sehingga tujuan nasiona1 dapat 

tercapai. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk pemerataan 

dan keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat namun tetap 

memperhatikan kepentingan nasional, sehingga tetap bersinergis antara 

kepentingan daerah dan kepentingan nasional, karena urusan 

pemerintahan yang diserahkan ke daerah, berasal dari kekuasaan 
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pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Untuk itu, agar pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan 

kebijakan nasional maka, Presiden berkewajiban untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. 

Berdasarkan asas Otonomi Daerah tersebut, maka pemerintah 

daerah Kabupaten dan Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya diluar urusan pemerintahan yang diatur oleh 

Pemerintahan Pusat. Hal ini lebih dijelaskan dalam pasal 9 dan pasal II 

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan bahwa 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerab adalah urusan 

pemerintahan konkuren dimana dalam urusan pemerintaban konkuren itu 

dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. 

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah juga terdiri 2 (dua) 

bagian yaitu urusan wajib sebagai pelayanan dasar dan urusan wajib 

bukan pelayanan dasar. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 

diambil oleh pemerintah Kabupaten Nunukan sudab sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan teori organisasi 

menurur Frederick (dalam Elu dan Purwanto 2014: 1.15) bahwa: 

salah satu prinsip suatu organisasi adalah memiliki rantai skalar, 
yang berarti adanya garis kewenangan antara atasan dan bawahan. 
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Hal tersebut telah sesuai bahwa pemerintah kebupaten Nunukan dalam 

membentuk organisasi perangkat daerah sudah menyesuaikan garis 

kewenangan tersebut yakni urusan pemerintahan yang diambil oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Nunukan adalah urusan konkuren. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Elu dan Purwanto (2014: 1.29) mengatakan 

bahwa: 

Dalam pembentukan organisasi komponen yang perlu diperhatikan 
adalah kebijakan negara dan pemerintah. 

Berdasarkan teori tersebut dan hasil dari penelitian jelas bahwa hal 

yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Nunukan khusus untuk 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sudah sesuai 

dengan kebijakan pemerintah sebagaiman tertuang dalam pasal 9 dan 

pasal 11 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

adalah urusan pemerintahan konkuren dimana dalam urusan 

pemerintahan konkuren itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu urusan 

wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan 

daerah juga terdiri 2 (dua) bagian yaitu urusan wajib sebagai pelayanan 

dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Urusan-urusan yang 

menjadi kewenangan daerah tersebut, sudah dilaksanakan oleh 

pemerintah Kabupaten Nunukan. 

2) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah 

Berdasarkan basil penelitian diperoleh bahwa Kabupaten Nunukan 

memiliki intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah yaitu 
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Kabupaten Nunukan merupakan daerah perbatasan sehingga memiliki 

peluang untuk berdaya saing. Karena Kabupaten Nunukan sebagai daerah 

perbatasan, maka keadaan ini dapat dijadikan sebagai peluang tersendiri 

dibandingkan dengan kabupaten lain. Peluang-peluang yang dapat 

dikembangkan adalah sektor perdagangan dan sektor jasa seperti jasa 

penyaluran TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Hal ini juga dijadikan dasar 

oleh pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membentuk organisasi 

perangkat daerah yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 

Kabupaten Nunukan juga memiliki keragaman budaya, etnis dan 

bahasa. Suku yang ada di Kabupaten Nunukan adalah suku Tidung, 

Dayak, Banjar, Bugis, Jawa, Toraja, Timor, Batak dan Buton. Hal ini 

dijadikan salah satu dasar oleh pemerintah Kabupaten Nunukan untuk 

membentuk organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan 

kebudayaan, dimana kebudayaan ini menyatu dengan pendidikan 

sehingga pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan. Selain itu, Kabupaten Nunukan juga memiliki potensi 

daerah yang sangat melimpah baik didarat maupun di !aut. Adapun 

potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikelola adalah tambang batn bara, 

tamban.!l emas, tambang minyak dan gas, namun hal ini sekarang menjadi 

urusan pemerintahan provinsi. 

Berdasarkan basil penelitian bahwa, Kabupaten Nunukan menjadi 

daerah yang strategis untuk dikembangkan, karena Kabupaten Nunukan 
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berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Kabupaten Nunukan 

memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dijadikan potensi 

pengembangan daerab. Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pembentukan organisasi perngkat daerah sudah 

memperhatikan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Hal 

ini juga sejalan dengan teori organisasi menurur Certo (dalam Winardi 

2014 : 24) bahwa : 

Salah satu langkab pokok proses pengorganisasian adalah 
mengalokasikan sumber-sumber daya dan petunjuk-petunjuk untuk 
tugas-tugas bagian. 

Hal tersebut telah sesuai bahwa pemerintah kebupaten Nunukan dalam 

membentuk organisasi perangkat daerah sudab memperhatikan sumber-

sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Elu dan Purwanto (2014: 1.29) 

mengatakan bahwa : 

Komponen organisasi merupakan kebijakan pemerintah, yang 
berarti urusan pemerintahan itu merupakan kebijakan pemerintah. 

Selain itu, Elu dan Purwanto (2014: 1.9) mengatakan bahwa : 

Organisasi merupakan alat untuk mengorganisasikan sumber daya. 

Dari teori tersebut dan dari hasil penelitian menjelaskan babwa 

pemerintah Kabupaten Nunukan dalam membentuk organisai perangkat 

daerab sudah memperhatikan intensitas urusan pemerintahan dan potensi 

daerah yang dimilikinya. 
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3) Etisiensi 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa OPD yang barn terbentuk di 

pemerintahan Kabupaten Nunukan, belum efisien karena untuk 

menjalankannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal tersebut 

jelas bahwa defenisi dari efisiensi adalah perbandingan antara input 

(masukan) dan output (hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber 

yang terbatas) atau hubungan antara apa yang telah diselesaikan. 

Efisiensi berarti melaksanakan hal-hal tertentu secara tepat. Menurut 

Hicks (dalam Winardi 2014: 2) bahwa: 

M:unculnya organisasi-organisasi dan perubahan-perubahan penting 
yang terjadi pada organisasi adalah efisiensi, kecanggihan dan 
kompleksitas. 

Menurut Elu dan Purwanto (2014 : 1.29) mengatakan bahwa : 

Dalam embimtukan organisasi perlu memperhatikan komponen­
komponen teknologi dimana teknologi dapat menjanjikan efisiensi 
dan efektifitas sekaligus beresiko besar terhadap kerugian. 

Teori-teori tersebut menjelaskan bahwa tujuan dalam pembentukan 

suatu organisasi adalah dapat beijalan secara efisien dan efektifitas. Oleh 

karena itu, berdasarkan teori tersebut dan berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh bahwa OPD yang barn terbentuk di Kabupaten Nunukan belum 

efisien karena untuk menjalankannya membutuhkan biaya yang sangat 

besar sehingga tidak seimbang antara yang dikeluarkan dengan hasil 

yang diperoleh. 
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4) Efektifitas 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa OPD yang baru terbentuk 

belum efektif terlihat dari banyaknya pegawai yang tidak memiliki 

kesibukan. Efektifitas berarti melaksanakan hal-hal yang tepat dan dapat 

menghasilkan manfaat atau keuntungan. Konsep efektifitas organisasi 

menurut Holt (dalam Winardi 2014: 20-23) bahwa : 

Pengorganisasian secara efektif dapat menghasilkan manfaat atau 
keuntungan sebagai berikut : 
I. Kejelasan tentang ekspektasi-ekspektasi kinerja individual dan 

tugas-tugas yang terspesialisasi 
2. Pembagian kerja yang menghindari timbulnya duplikasi, 

konflik, dan penyalahgunaan sumber-sumber daya, baik sumber­
sumber daya material maupun sumber-sumber daya manusia 

3. Terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logis yang dapat 
dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu atau sebagai 
kelompok-kelompok 

4. Saluran-saluran komunikasi yang mapan yang dapat membantu 
dalam pengambilan keputusan dan pengawasan 

5. Mekanisme-mekanisme yang mengoordinasi memungkinkan 
tercapainya harmoni antara para anggota organisasi yang terlibat 
dalam aneka macam kegiatan 

6. Upaya-upaya yang difokuskan yang berkaitan dengan sasaran­
sasaran secara lgis dan efisien 

7. Struktur-struktur otoritas tepat, yang memungkinkan kelancaran 
perencanaan dan pengawasan pada seluruh organisasi yang 
bersangkutan. 

Berdasarkan teori tersebut bahwa organisasi dapat dikatakan efektif 

apa hila memiliki sumber-sumber daya yang dapat meningkatkan 

produktifitas yang dilakukan secara sinergi antar individu dan kelompok 

dalam melaksanakan tugas masing-masing agar sasaran dan tujuan 

organisasi yang telah direncanakan dapat tercapai. Efektifitas organisasi 

atau kinelja organisasi perlu diukur sebagai bagian dari pengendaalian 

organisasi dalam memenuhi pencapaian tujuan organisasi. Pada 
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umumnya keefektifan organisasi diukur untuk memastikan arah 

orgamsas1 pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi 

organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran efektifitas dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk peninjauan kembali kebijakan-kebijakan yang 

diterapkan dan dijadikan dasar untuk memperbaharui strategi 

selanjutnya. Menurut Elu dan Purwanto (2014: 7.4) mengemukakan 

bahwa: 

Pengukuran keefektifan atau kinerja organisasi merupakan bagian 
integral dari siklus strategi organisasi dan merupakan bagian dari 
pengendalian strategi organisasi. 

Teori tersebut menjelaskan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu 

orgamsas1 ada berbagai cara pendekatan. Namun untuk mengukur 

efektifitas organisai pemerintahan dapat menggunakan pendekatan 

pencapaian tujuan. Menurut Rollinson (dalam Elu dan Purwanto 2014: 

7.5) mengemukakan bahwa: 

Pengukuran keefektifan organisasi dengan pendekatan tujuan yaitu 
berdasarkan tujuan-tujuan yang menjadi landasan pembentukan 
organisasi dan fokusnya berupa keluaran-keluaran yang dihasilkan 
orgamsast 

Selanjutnya menurut Rollinson (dalam Elu dan Purwanto 2014: 7.6) 

mengemukakan bahwa : 

Pengukuran keefektifan organisasi dapat dinilai dengan cara 
membandingkan tingkat pencapaian tujuan akhir organisasi setelah 
perubahan dengan tingkat pencapaian sebelum perubahan 
organisasi. Atau dengan cara membandingkan kinerja aktual 
dengan terget-terget pencapaian tujuan akhir organisasi. Secara 
teoritis bahwa keefektifan organisasi harus lebih baik dari sebelum 
perubahan organisasi. 
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Dari basil penelitian diperoleh bahwa OPD yang baru terbentuk 

oleh pemerintah Kabupaten Nunukan belum dapat diukur karena belum 

dilakukan evaluasi. Namun secara kasat mata dapat terlihat bahwa 

organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang baru terbentuk 

bisa dikatakan belum · efektif terlihat dari banyaknya pegawai yang tidak 

memiliki kesibukan karena kegiatan dan program tidak berjalan sesuai 

rencana. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas menurut Devas, dkk, 

(1989 : 279-280 diperoleh dari http://2frameit.blogspot.eo.id/2011/07/ 

pengertian-efisiensi-efektivitas-dan.html. diakses tanggal 30 September 

20 17) adalah : 

Hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah 
harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat 
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah 
dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat­
sepatnya. 

Bila teori efisiensi dan efektifitas tersebut kita hubungkan dengan 

pembentukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan, maka 

organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan belum berjalan 

secara efisien dan efektif yang disebabkan oleh kurangnya keuangan 

daerah sehingga kegiatan dan program yang telah direncanakan tidak 

tercapai. 

5) Pembagian habis tugas 

Dari basil penelitian dapat diketahui bahwa pembagian habis tugas 

perangkat daerah di Kabupaten Nunukan sudah berdasarkan 

nomenkalatur dari kementerian dan lembaga terkait dan berdasarkan 
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pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Pembagian habis 

tugas dimaksudkan untuk memilah pekeijaan-pekerjaan yang 

terspesialisasi sehingga tidak terjadi duplikasi tugas dan dapat 

menghindari konflik dan penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut di atas 

sesuai dengan teori organisasi menurut Frederick ( dalam Elu dan 

Purwanto 2014: 1.15) mengatakan bahwa 

Salah satu prinsip-prinsip orgamsas1 adalah dengan melakukan 
pembagian kerja. 

Hal senada dengan teori organisasi menurut Holt (dalam Winardi 2014: 

20-21) mengatakan bahwa: 

Pengorganisasian secara efektif dapat menghasilkan manfaat atau 
keuntungan dengan cara pembegian kerja. 

Bila teori tersebut kita hubungkan dengan pembentukan organisasi 

perangkat daerah di Kabupaten Nunukan, maka organisasi perangkat 

daerah di Kabupaten Nunukan sudah melakukan pembagian kerja atau 

pembagian habis tugas yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan 

dan nomenklatur dari kementerian atau lembaga terkait. 

6) Rentang kendali 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pemerintah Kabupaten 

Nunukan sudah melaksanakan rentang kendali organisasi dengan baik 

dan berjenjang yakni pemerintah terns melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah baik itu pembinaan 

dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah maupun 

pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan pemerintah 
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Kabupaten Nunukan. Menurut Elu dan Pmwanto (2014: 8.17-8.21) 

mengemukakan bahwa : 

Rentang kendali merupakan salah satu komponen dasar struktur 
organisasi untuk mengidentifikasi banyaknya orang yang mampu 
dikendalikan oleh seorang manajer agar orgnisasi beljalan dengan 
efektif dan efisien. 

Dari basil penelitian dapat diketahui bahwa penyusunan organisasi 

perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nunukan sudah 

melaksanakan rentang kendali. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah 

pegawai yang mampu dikendalikan oleh atasannya dan didesain dalam 

struktur masing-masing organisasi perangkat daerah. Selain itu, 

pemerintah Kabupaten Nunukan juga terns melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah baik itu pembinaan 

dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah maupun 

pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Nunukan. Hal tersebut di atas sesuai dengan teori organisasi 

menurut Frederick (dalam Elu dan Purwanto 2014: 1.15) mengatakan 

bahwa: 

salah satu pnns1p-pnns1p orgarusas1 adalah dengan melakukan 
rentang kendali. 

Bila teori tersebut kita hubungkan dengan pembentukan organisasi 

perangkat daerah di Kabupaten Nunukan, maka organisasi perangkat 

daerah di Kabupaten Nunukan sudah melakukan rentang kendali secara 

berjenjang. 
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7) Tata kerja yang jelas 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembagian tata keija pada 

organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan masih ada yang 

belum jelas. Karena pekerjaan dalam organisasi perlu dikelompok-

kelompokkan berdasarkan fungsi agar lebih memahami dalam 

pelaksanaannya. Menurut Elu dan Purwanto (2014: 1.9) bahwa: 

Organisasi memiliki batas yang relatif dapat diidentifikasi yang 
berarti suatu organisasi harus memiliki tata keija yang jelas 
sehingga mudah untuk diidentifikasi. Tata kerja yang jelas 
dimaksudkan agar pembagian tugas dan fungsi menjadi jelas 
sehingga tidak teijadi tumpang tindih tupoksi sehingga mudah 
untuk diidentifikasi. 

Bila teori tersebut kita hubungkan dengan pembentukan organisasi 

perangkat daerah di Kabupaten Nunukan, maka organisasi perangkat 

daerah di Kabupaten Nunukan sebagian belum memiliki tata keija yang 

jelas. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembagian tata keija pada 

organisasi perangkat daerah di Kabpaten Nunukan masih ada yang belum 

jelas karena masih ada uraian tugas yang diluar nomenklatur jabatan. Hal 

ini tidak sejalan dengan teori organisasi 

8) Fleksibelitas 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintahan Kabupaten 

Nunukan merupakan pemerintahan yang fleksibel yang berarti dalam 

menjalankan pemerintahan untuk hal-hal tertentu dan segera pemerintah 

akan lebih memprioritaskan. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk 

beradaptasi dan bekeija dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dan 

dengan berbagai individu atau kelompok. Dalam menjalankan 
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pemerintahan, para pemangku jabatan sebaiknya lebih fleksibel dalam 

menjalankan tugas yaitu butuh kemampuan memahami dan menghargai 

pandangan yang berbeda dan bertentangan mengenai suatu isu, perlu 

beradaptasi atau menyesuaikan terhadap perubahan situasi, dan 

menerima dengan mudah perubahan dalam organisasinya. Jadi organisasi 

yang fleksibel merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung 

keberlanjutan suatu organisaasi. Hal ini senada dengan teori organisasi 

yang fleksibel menurut Pasmore (dalam Elu dan Purwanto 2014: 6.15) 

bahwa: 

Organisasi yang fleksibel dapat mengatasi paradoks-paradoks yang 
teijadi dalam masyarakat dan organisasi dengan terfokus dan 
adaptasi terhadap peluang-peluang. 

Selain itu, menurut Pearson (dalam Elu dan Purwanto 2014: 6.16) 

bahwa: 

Ciri-ciri struktur organisasi yang fleksibel adalah pimpinan 
organisasi mampu menciptakan dan mempertahankan sebuah 
lingkungan organisasi yang menghargai perubahan dan inovasi 
sebagai jalan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 
organisasi. 

Menurut Kast dan Rosenzweig (dalam Winardi 2014: 330-331) 

mengemukakan bahwa : 

Organisasi-organisasi di masa mendatang harus bersifat dinamis 
dan fkeksibel. 

Maksud teori tersebut adalah organisasi-organisasi akan beroperasi 

dalam lingkungan yang turbulen yang memerlukan perubahan dan 

penyesuaian secara terus-menerus sehingga harus dapat menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan sosial karena organisasi-organisasi biasanya 
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menghadapi banyak problematik yang harus diselesaikan. Teori-teori 

tersebut di atas menjelaskan bahwa ukuran fleksibitas suatu organisasi 

dilihat dari tingkat adaptasi organisasi terhadap perubahan. Hal ini terjadi 

di Kabupaten Nunukan bahwa dengan terjadinya perubahan organisasi 

perangkat daerah dan pergantian pemimpin daerah Kabupaten Nunukan, 

para anggota organisasi tetap mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang teijadi. 

Dari hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori-teori tersebut di 

tasa dapat diperoleh bahwa organisasi perangkat daerah di lingkungan 

pemerintahan Kabupaten Nunukan merupakan pemerintahan yang 

fleksibel dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah dalam 

menjalankan tugas tetap menyesuaikan pedoman dan aturan yang 

berlaku, namun pada situasi krisis, pemerintah akan segera mengambil 

tindakan dan memilih yang lebih prioritas. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian, ditemukan bahwa 

pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Nunukan belum semunya sesuai dengan asas pembentukan 

perangkat daerah. Asas-asas tersebut yang sudah sesuai ada 5 (lima) 

sedangkan yang belum sesuai ada 3 (tiga) asas. Adapun Asas-asas yang sudah 

sesuai dengan pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Nunukan adalah : 

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

2. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; 
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3. Pembagian habis tugas; 

4. Rentang kendali; dan 

5. Fleksibelitas. 

Asas-asas yang belum sesuai dengan pembentukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan adalah : 

1. Efisiensi; 

2. Efektifitas; dan 

3. Tata keija yang jelas 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian bahwa penyebab 

tejadinya asas-asas yang belum sesuai dengan pembentukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan 

adalah kurangnya dukungan anggaran dan aset yang belum memadai. Selain 

itu, masih teijadinya tumpang tindih tupoksi karena kurangnya ketelitian tim 

pembentuk dan penyusun organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan 

pada saat menyusun uraian tugas dari tiap-tiap jabatan. 

b. Prinsip 

1) Kondisi daerah 

Dari basil penelitian bahwa dalam pembentukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan telah disesuaikan 

dengan kondisi daerah, baik itu terhadap aspek geografi, aspek 

demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, 

aspek daya saing maupun aspek tata ruang. Berdasarkan kondisi daerah 
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tersebutlah pembentukan dan susunan orgamsas1 perangkat daerah di 

Kabupaten. 

Menurut Hodge dan Anthony (dalam Elu dan Purwauto 2014: 

1.9) bahwa: 

Lingkungan organisasi mengacu pada semua kelompok, norma­
norma dan kondisi-kondisi di mana organisasi hams berhubungan. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Bertalanffy (dalam Elu dan 

Pnrwanto 2014: 1.18) bahwa: 

Organisasi merupakan suatu sistem yang terbuka yang berfokus 
pada: 
1. Menekankankan pentingnya lingkungan dimana organisasi itu 

hidup 
2. Organisasi terdiri dari sub-sub sistem 
3. Berusaha mensejajarkan sistem-sistem yang berbeda, 

mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor yang 
potensial menimbulkan disfungsi. 

Teori tersebut menjelaskan bahwa organisasi-organisasi perlu 

menyeimbangkan kondisi-kondisi intemalnya dengan kondisi ekstemal 

atau kondisi lingkungan. Faktor internal adalah komponen-komponen 

yang ada dalam lingkungan organisasi yang dapat berpengaruh pada 

pencapaian tujuan organisasi seperti visi dan strategi organisasi, sumber 

daya manusia, struktur organisas~ kepemimpinan, dan proses organisasi. 

Sedangkan faktor ekstemal adalah seperangkat kekuatan diluar organisasi 

yang dapat memberikan tekanan terhadap organisasi dan dapat 

mempengaruhi organisasi seperti kebijakan pemerintah, teknologi, 

sumber daya alam, nilai-nilai sosial dan kebutuhan. 
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Dengan demikian berdasarkan teori tersebut dan basil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah di 

Kabupaten Nunukan sudah mempertimbangkan kondisi daerah baik dari 

faktor internal maupun faktor eksternal. 

2) Kebutuhan daerah 

Berdasarkan has! penelitian diperoleh bahwa pembentukan dan 

susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Nunukan sudah menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. 

Kebutuhan daerah itu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah 

Kabupaten Nunukan dan kebutuhan tersebut dituangkan dalam isu 

strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 

Kabupaten Nunukan periode 2016-2021. 

Isu-isu strategis tersebut, merupakan kebutuhan daerah Kabupaten 

Nunukan dan dUadikan salah satu dasar dalam pembentukan organisasi 

perangkat daerah. Kebutuhan tersebut diarahkan pada pencapaian 

sasaran-sasaran pokok yang merupakan akumulasi dari sasaran 

pembangunan tiap sektor pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan 

daerah tersebut, maka pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk 

organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan 

pemerintahan daerah dan tetap berdasarkan pada nomenklatur dari 

kementerian/lembaga terkait. 

Menurut Hicks (dalam Winardi 2014: 3-6) mengemukakan 

bahwa: 
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Alasan mengapa manusia membentuk organisasi-organisasi adalah 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia baik kebutuhan 
sosial maupun kebutuhan material. 

Teori tersebut menjelaskan bahwa pembentukan organisasi 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pergaulan dan 

pengembangan diri. Jadi manusia berorganisasi karena membutuhkan 

dan menikmati kepuasan-kepuasan sosial yang hanya diperoleh dalam 

lingkungan organisasi sehingga melalui organisasi, manusia dapat 

melaksanakan hal-hal yang tidak mungin dapat dilakukannya sendiri. 

Teori kebutuhan menurut Alderfer (dalam Elu dan PUJwanto 2014: 

2.18) menemukan bahwa: 

Pemenuhan kebutuhan dasar manuasia ada tiga yaitu kebutuhan 
eksistensi, kebutuhan keterhubungan dan kebutuhan pertumbuhan. 

Teori kebutuhan juga dikembangkan oleh David et.al. (dalam Elu dan 

Purwanto 2014: 2.19) bahwa : 

Perilaku individu didorong oleh kebutuhan berprestasi, kebutuhan 
afilasi dan kebutuhan kekuasaan. 

Elu dan Purwanto (2014 : 1.29) mengatakan bahwa : 

Dalam membentuk organisasi perlu menyesuaikan dengan 
kebutuhan pelanggan atau masyarakat. 

Berdasarkan teori tersebut menjelaskan bahwa manusia ataupun 

kelompok dan organisasi sangat memerlukan pemenuhan kebutuhan 

dasar agar tetap hidup dan eksis. Kebutuhan tersebut mencakup butuh 

interaksi dengan orang laian, butuh pengembangan diri, keinginan untuk 

bekerja lebih baik dan lain-lain. Dengan demikian, berdasarkan hasil 

penelitian dan dihubungkan dengan teori tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa pembentukan dan penyusunan organisasi perangkat daerah di 

Kabupaten Nunukan dilakukan berdasarkan prinsip kebutuhan daerah. 

3) Beban kerja daerah 

Dari hasil penelitian bahwa pembentukan dan susunan organisasi 

perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan sudah 

menyesuaiakan dengan beban kerja daerah Kabupaten Nunukan. Behan 

kerja daerah itu merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah 

Kabupaten Nunukan periode 2016-20121. Menurut Elu dan Purwanto 

(2014 : 1.28) bahwa : 

Salah satu penentu dalam pembentukan organisasi adalah visi dan 
strategi organisasi. Visi dan misi organisasi merupakan komponen 
strategi bagi organisasi dan merupakan elemen pengaruh bagi 
organisasi. Dalam visi organisasi tertuang tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan kondisi organisasi kedepan yang harus dicapai. 
Sedangkan dalam strategi organisasi dirumuskan dalam bentuk 
cara-cara untuk mencapai visi yang termasuk target waktu dan 
produk, pelaksana, langkah-langkah pencapaian. 

Berdasarkan teori tersebut bahwa beban kerja daerah harus sejalan 

dengan visi dan misi. Behan kerja pada pemerintahan Kabupaten 

Nunukan sudah sesuai dengan visi misi dan dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 

periode 2016-2021 sebagai indikator kinerja daerah dalam bentuk 

program dan kegiatan masing-masing OPD yang harus dicapai dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun. Penetapan indikator kinerja daerah 

dimaksudkan untuk menetapkan beban kerja daerah yang harus 

dilakukan oleh pemerintah selama masa jabatannya sehingga dapat 

mengukur keberhasilan pencapaian visi misi pemerintahan pada akhir 
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periode masa jahatan. Behan keija daerah ini merupakan target yang 

harus dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilakukan secara 

hertahap oleh masing-masing OPD. Bahan kerja daerah merupakan 

akumulasi kinerja OPD dan dicantumkan dalam Rencana Pemhanguan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kahupaten Nunukan tahun 2016-

2021 sehagaimana terlampir. Behan kerja tersehut menjadi 

tanggungjawah hersama yang harus dicapai sesuai dengan tupuksi 

masing-masing organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan. 

Menurut Frederick (dalam Elu dan Purwanto 2014: 1.15) 

mengemukakan bahwa : 

Salah satu konsep-konsep perencanaan orgamsast adalah adana 
kewenangan dan tanggungjawab. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Weber (dalam Winardi, 2014 : 91-

92) ada enam karakteristik organisasi salah satunya yaitu : 

Manajeman merupakan sebuah kegiatan penuh waktu yang 
menuntut tanggungjawab untuk mencapai tujuan-tujuan 

Berdasarkan teori tersebut, hahwa desain dan struktur organisasi 

sebagai hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas 

manajerial. Maksudnya adalah pada saat perencanaan pemhentukan 

organisasi, harus memperhatikan beban keija atau tanggung jawab yang 

akan dilaksanakan. Tanggungjawab dan kewenangan harus didesain 

secara baik agar setiap tanggungjawah yang diberikan kepada anggota 

organisasi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar karena itu 

merupakan tugas dan beban ketja yang harus diselesaikan. 
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Jadi berdasarkan teori-teori tersebut di atas dan basil analisis, 

babwa beban kerja daerab Kabupaten Nunukan sudab sesuai dengan 

prinsip pembentukan perangkat daerah. 

4) Tepat ukuran 

Berdasarkan basil penelitian bahwa pembentukan organisasi 

perangkat derah yang baru ini masih perlu dikaji kembali karena belum 

tepat ukuran bila dilihat dari segi sumber daya yang ada. Tepat ukuran 

dimaksudkan pelaksanaan organisasi perangkat daerah harus sesuai 

dengan target dan waktu pencapaiannya atau melaksanakan hal-hal yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Hal ini sesuai dengan 

teori organisasi menurut Siagian (2012 : 4) menekankan bahwa : 

Organisasi yang tepat adalah upaya yang menjadikan seluruh 
organisasi sebagai sasaran dengan ciri-ciri sebagai berikut : 
I. Organisasi harus mempunyai sasaran yang jelas yang didasarkan 

pada suatu diagnosis yang tepat tentang wilayab permasalahan 
yang dibadapi cleh organisasi 

2. Keterlibatan dan partisipasi anggota organisasi merupakan suatu 
keharusan yang mutlak 

3. Peningkatan kinerja seluruh anggota organisasi dan 
pengembangan potensi sumber daya manusia 

Berdasarkan teori tersebut dan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru belum tepat 

ukuran karena sasaran yang barus dicapai oleh organisasi perangkat 

daerah Kabupaten Nunukan agak sulit untuk terealisasi bila dilibat dari 

kondisi permasalahan yang tengah dibadapi oleh organisasi yakni defisit 

anggaran. Hal ini dapat berembet pada penurunan kineija organisasi 

dimana salah satu pendukung peningkatan kinerja pegawai adalah 
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dengan ketersediaan anggaran dan aset. Namun bila dilihat dari seg1 

ketersediaan potensi daerah dan kesinergisan dengan visi misi 

pemerintahan, maka pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru 

sudah tepat ukuran. 

5) Tepat fungsi 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian wewenang Organisasi 

Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan masih 

belum tepat fungsi karena masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi 

baik antar OPD, antar unit kelja sendiri maupun antar unit terkait lainnya 

sehingga perlu peninjauan kembali terhadap tugas dan fungsi masing-

masing OPD. Hal ini sesuai dengan teori organisasi menurut Stoner dan 

Freeman (dalam Winardi, 2014: 100) mengatakan bahwa: 

Suatu organisasi secara formal dapat distruktur berdasarkan tiga 
cara yaitu: 
I. Berdasarkan fungsi 
2. Berdasarkan produk/pasar 
3. Berasarkan bentuk matriks 

Organisasi yang distruktur berdasarkan fungsi, semua pihak yang 

terlibat di dalamnya memiki tanggung jawab masing-masing. Dasar 

pembentukan dan penyusunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten 

Nunukan adalah sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada 

masyarakat yang disesuakan dengan tugas dan fungsi masing-masing 

OPD serta sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
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Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah. Menurut Certo ( dalam Winardi 

2014: 24) mengemukakan bahwa: 

Dalam pemgorganisasian perlu menetapkan tugas-tugas pokok dan 
membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian. 

Menurut Schein (dalam Winardi, 2014: 27) bahwa: 

Pembagian keija dalam organisasi diperlukan untuk memperoleh 
pekerjaan-pekeijaan yang terspesialisasi sehingga tujuan dapat 
dicapai secara efisien karena organisasi sebagai siystem hubungan 
pembagian kerja. 

Teori tersebut menerangkan bahwa pembagian tugas dimaksudkan 

agar suatu organisasi memiliki suatu batas yang jelas dan menghindari 

duplikasi fungsi. Namun berdasarkan basil penelitian menjelaskan bahwa 

sebagian wewenang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan 

masih belum tepat fungsi karena masih adanya tumpang tindih tugas dan 

fungsi baik antar OPD, antar unit keija sendiri maupun antar unit terkait 

lainnya sehingga perlu peninjauan kembali terhadap tugas dan fungsi 

masing-masing OPD. 

Berdasarkan analisi penelitian ditemukan bahwa prinsip-prinsip 

pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten 

Nunukan belum semunya terpenuhi. Dari 5 (lima) prinsip tersebut, yang sudh 

sesuai ada 3 (tiga) prinsip, sedangkan 2 ( dua) prinsipnya belum sesuai. 

Adapun prinsip-prinsip yang sudah sesuai dengan pembentukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah di Iingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan 

adalah sebagai berikut : 

I. Memperhatikan kondisi daerah; 
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2. Kebutuhan derah; dan 

3. Be ban keij a daerah. 

Prinsip-prinsip yang belum sesuai dengan pembentUkan dan susunan 

organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan 

adalah: 

1. Tepat ukuran; dan 

2. Tepat fungsi. 

Berdasarkan basil penelitian, penyebab tejadinya prinsip-prinsip yang 

belum sesuai dengan pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah kurangnya dukungan 

anggaran dan aset yang belum memadai. Selain itu, masih teijadinya tumpang 

tindih tupoksi karena kurangnya ketelitian tim pembentuk dan penyusun 

organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan. 

Berdasarkan analisis penelitian bahwa pembentukan organisasi perangkat 

daerah belum semuanya sesuai dengan asas dan prinsip pembentukan perangkat 

daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 Perda Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. 

Hal tersebut sesuai dengan teori organisasi menurut Elu dan Purwanto (2014 : 

1.28-1.29) bahwa : 

Faktor-faktor yang turut menentukan pencapaian tujuan organisasi adalah 
Faktor internal dan faktor eksternal dan faktor-faktor ini saling berhubungan 
dan ketergantungan. Faktor internal yaiu : 
1. Visi dan strategi organisasi 
2. Sumber daya manusia 
3 . Struktur organisasi 
4. Kepemimpinan 
5. Budaya organisasi 
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Faktor ekstemal yaitu : 
1. Kebijakan negara dan pemerintah 
2. Teknologi 
3. Nilai-nilai so sial 
4. Kebutuhan 
5. Kompetisi. 

Maksud teori tersebut adalah semua faktor-faktor tersebut saling 

berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Perubahan pada faktor yang 

satu akan berdampak pada faktor yang lain. Hal yang sama dengan asas dan 

prinsip pembentukan perangkat daerah bahwa apabila asas dan prinsip tersebut 

saling berkaitan. jadi pabila salah satu asas dan prinsip tidak terpenuhi, maka 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan akan sulit tercapai. Jadi berdasarkan 

analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi 

perangkat daerah Kabupaten Nunukan akan sulit tercapai karena belum semua 

asas dan prinsipnya terpenuhi. 

C.2. Hambatan-hambatan yang Terjadi dengan Terbentuknya 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan 

a. Tujuan 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa untuk mencapai 

tujuan umum bersama, masih mengalami hambatan-hambatan dalam 

pencapaiannya. Karena untuk mencapai tujuan umum bersama suatu 

organisasi ada beberapa faktor yang dapat mendukung antara lain : saling 

berkoordinasi dan bekerjasama antar anggota organisasi, perlu 

pembagian kerja yang jelas, perlu sumber daya yang memadai dan lain-

lain. Menurut Barnard (dalam Elu dan Purwanto, 2014: 1.8) bahwa: 
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Ada 3 komponen organisasi untuk mencapai tujuan yaitu : 
1. Jaringan komunikasi 
2. Sistem koordinasi 
3. Orang-orang yang ingin bekerjasama 

Menurut Jones (dalam Elu dan Purwanto, 2014: 1.8) bahwa: 

Organisasi adalah sebuah alat yang digunakan manusia untuk 
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan 
atau nilai-nilai yang diinginkan. 

Mellllrut Elu dan Pnrwanto (2014: 1.9) bahwa: 

Organisasi merupakan : 
I. Alat untuk mencapai tu juan. 
2. Alat utuk mengorganisasikan sumber daya 
3. Memiliki batas yang relatif dapat diidentifikasi 
4. Sebagai sistem sosial sehingga dapat berprilaku 
5. Dikoordinasikan secara sadar 
6. Melibatkan lebih dari satu orang. 

Berdasarkan teori-teori tersebut bahwa untuk mencapai tujuan dari 

organisasi perlu komponen-komponen yang sinergis seperti sumber daya, 

saling koordinasi, pembagian kerja yang jelas, melibatkan lebih dari satu 

orang untuk saling bekerja sama dalam membangun organisasi. Apabila 

dalam suatu organisasi tidak memiliki sumber daya, koordnasi kurang 

dan pembagian kerjanya tidak sesuai, maka untuk mencapai tujuan suatu 

organisasi akan sangat sulit. Hal ini sesuai dengan yang dialami oleh 

organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan bahwa berdasarkan 

penelitian bahwa koordinasi belum semuanya berjalan dengan baik, 

pembagian kerjanya masih ada yang tumpang tindih dan anggaran belum 

mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat menghambat 

pencapaian tujuan yang dicita-citakan. 
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b. Somber daya 

Menurut Certo (dalam Winardi 2014 24) mengemukakan 

bahwa: 

Dalam proses pengorganisasian perlu mengalokasi sumber-sumber 
daya dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas bagian. 

Teori ini dimaksudkan bahwa dalam membentuk organisasi perlu 

memperhatikan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, 

sumber daya alam maupun sumber daya modal. Untuk lebih jelasnya, 

apakah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Nunukan 

sudah memadai atau belum, dapat dilihat pada analisis beriut : 

1) Sumber daya man usia 

Dari hasil penelitian terkait hambatan yang terjadi dengan 

terbentuknya organisasi perangkat daerah yang barn hila dilihat dari segi 

sumber daya manusia tidak ada masalah karena sumber daya yang 

dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup baik dan 

berkualitas. Hal ini senada dengan teori organisasi menurut Hick ( dalam 

buku Winardi 2014: 15) mengatakan bahwa : 

Untuk mencapa1 sasaran-sasaran suatu organisasi sangat 
membutuhkan keterlibatan anggota-anggota organisasi dan ciri 
umum semua organisasi adalah mencakup sejumlah orang dan 
orang-orang tersebut saling berinteraksi yang dapat diatur atau 
diterangkan dengan struktur tertentu dan masing-masing orang 
memiliki sasaran-saran pribadi. 

Hal yang sama menurut teori organisasi Winardi (2014: 15) bahwa: 

Sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka 
macam elemen atau subsistem diantara mana subsistem manusia 
mungkin merupakan subsistem terpenting, dan dimana terlihat 
bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya 
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mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan organisasi yang 
bersangkutan. 

Menurut Elu dan Purwanto (2014: 1.28) bahwa: 

Dalam pembentukan organisasi yang perlu diperhatikan salah 
satunya adalan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia 
bberfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan proses pengambilan 
keputusan, prosedur pengadaan dan lain-lain yang berkaitan dengan 
manajemen sumber daya manusia. 

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas, menje\askan bahwa untuk 

mencapai tujuan organisasi, dibutuhkan jumlah sumber daya manusia dan 

kualitas sumber daya manusia. Hal ini sudah dimiliki oleh pemerintah 

Kabupaten Nunukan. Sehingga dengan terbentuknya organisasi 

perangkat daerah di Kabupaten Nunukan bila dilihat dari segi sumber 

daya manusia, bukan merupakan hambatan. 

2) Somber daya modal 

Dari hasil penelitian bahwa dengan terbentuknya organisasi 

perangkat daerah, masih terjadi hambatan khususnya dari segi sumber 

daya modal baik anggaran maupun aset. Anggaran yang tersedia di 

Kabupaten Nunukan sangat terbatas begitupun dengan aset yang dimiliki 

masih belum memadai. Anggaran merupakan kunci utama dalam 

menjalankan pemerintahan, karena tanpa anggaran maka pembangunan 

tidak dapat berjalan atau terhambat dan sebaliknya bila anggaran 

tersedia, maka pembangunan terus berjalan sesua dengan rencana. Selain 

itu, aset juga merupakan kunci utama dalam menjalankan pemerintahan, 

karena tanpa aset maka pelaku pemerintahan tidak dapat bekerja secara 

maksimal dan sebaliknya bila aset tersedia, maka pegawai bisa merasa 
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nyaman dan maksimal dalam melaksanakan tugas sehingga kineija 

pegawai bisa meningkat. Berdasarkan teori organisasi menurut Certo 

(dalam Winardi 2014: 22-23) bahwa: 

Salah satu langkah-langkah pokok dalam proses pengorganisasian 
adalah mengalokasi sumber-sumber daya dan petunjuk-petunjuk 
untuk tigas-tugas bagian tertentu. 

Menurur Elu dan Purwanto (2014: 1.9) bahwa: 

Organisasi merupakan alat untuk mengoorganisasikan sumberdaya. 

Maksud sumber daya dari teori-teori tersebut adalah sumber-sumber daya 

yang dimiliki mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia dan 

sumber daya modal. Berdasarkan teori tersebut bahwa dalam 

pembentukan organisasi perlu memperhatikan sumber daya yang dimiliki 

dan harus mencakup dari ketiga sumber-sumber daya tersebut karena 

untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai organisasi yang efektif, 

maka perlu adanya sinergisme antara sumber-sumber daya manusia 

dangan sumber-sumber daya modal yang dimiliki. Dalm hal ini, untuk 

mencapa1 sasaran-sasaran keorganisasian, maka anggota-anggota 

organisasi dalam melakasanakan tugas masing-masing sangat 

membutuhkan dukungan keuangan dan fasilitas. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber-sumber daya 

khususnya sumber daya modal yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten 

Nunukan masih terbatas dan belum memadai. Bila kita menghubungkan 

dengan teori tersebut di atas sangat jelas bahwa untuk melaksanakan 

organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk di Kabupaten Nunukan 
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masih memiliki hambatan dari segi sumber daya modal. Sehinga 

pelaksanaan organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk bel urn bisa 

efektifkarena sasaran-sasaran yang ingin dicapai belum terealisasi. 

c. Pembagian kerja 

Dari hasil penelitian bahwa pembagian kerja belum semuanya rata 

dan sebagian tugas dan fungsi masih terjadi tumpang tindih sehingga 

perlu peninjauan kembali. Hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan 

pelaksanaan organisasi perangkat daerah karena saling rebutan kegiatan, 

rebutan lokasi, rebutan sasaran bahkan dapat teljadi pemborosan 

anggaran. Menurut Schein (dalam Winardi 2014: 27-28) 

mengemukakan bahwa : 

Salah satu ciri atau karakteristik suatu organisasi adalah perlu 
pembagian kerja. pembagian kerja dalam organisasi diperlukan 
untuk memperoleh pekerjaan-pekerjaan yang terspesialisasi 
sehingga tujuan dapat dicapai secara efisien karena organisasi 
sebagai sistem hubungan pembagian kelja 

Menurut Elu da Purwanto (2014 : 1.9) bahwa : 

Organisasi memiliki batas yang relatif dapat diidentifikasi. 

Berdasarkan teori tersebut bahwa pembagian kerja dalam 

berorganisasi dimaksudkan untuk membagi-bagi tugas-tugas yang 

kompleks menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terspesialisasi sehinga dapat 

diidentifikasi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi 

dapat diberdayakan sehingga para anggota organisasi menjadi lebih 

terampil dan mahir dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing. 

Tugas adalah suatu pekerjaan yang menjadi sasaran utama yang 
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dibebankan kepada pemegang jabatan dalam suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi. Fungsi merupakan peran suatu jabatan untuk 

melaksanakan tugas atau pekerjaan pokok. Untuk mencapai tujuan 

organisasi perlu pembagian tugas dan fungsi secara baik dan tepat. Hal 

ini sesuai dengan teori organisasi menurut Reece. Et. AI. (Winardi 

2014: 26-27) bahwa: 

Elemen-elemen suatu organisasi meliputi manusia, tujuan tertentu, 
pembagian tugas-tugas, sebuah sistem untuk mengkoordinasi 
tugas-tugas dan memiliki batas yang dipatok yang dapat 
menunjukan pihak yang berada diluamya. 

Hal yang sama menurut Certo (dalam Winardi 2014 : 24-25) bahwa: 

Dalam proses pengorganisasian perlu penetapan tugas-tugas pokok 
dan membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian. 

Berdasarkan teori tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai 

tujuan suatu organisasi, maka perlu adanya penstrukturan aktivitas-

aktivitas anggotangan dengan jalan pembagian tugas-tugas secara jelas. 

Dari basil penelitian diperoleh bahwa pembagian tugas dan fungsi di 

lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan masih ada 

yang tumpang tindih sehingga dapat membingunkan anggota organisasi 

dalam mejalankan tugas. Dengan demikian, pembagian tugas dan fungsi 

di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan belum seseuai dengan 

teori yang ada. Hal ini dapat menghambat dalam pelaksanaan organisasi 

perangkat daerah yang telah dibentuk dan dapat menghambat pencapaian 

tujuan pembentukan organisasi perangkat daerah. 
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d. Koordinasi 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa koordinasi di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Nunukan belum semua berjalan dengan baik 

khusunya pada OPD yang kegiatannya masih tumpang tindih dengan 

yang lain. Koordinasi dalam suatu organisasi sangat penting karena salah 

satu penentu dalam pencapaian tujuan suatu organisasi adalah saling 

koordinasi. Menurut Elu dan Pnrwauto (2014 : 1.9) bahwa : 

Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan untuk 
mengorganisasikan sumberdaya yang memiliki batas relatif dapat 
diidentifikasi sebagai sistem sosial sehingga dapat berprilaku dan 
dikoordinasikan secara sadar yang melibatkan lebih dri satu orang. 
Dalm berorganisasi perlu pembangun koordinasi dengan baik agar 
tujuan yang diinginkan bisa tercapai. 

Hal senada dikemukakan oleh Barnard (dalam Elu dan Purwanto 

2014: 1.8) bahwa: 

organisasi sebagai sebuah sistem yang mengoordinasikan secara 
sadar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

Teori tersebut menerangkan adanya keterbatasan kemampuan 

organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang tidak mungkin 

dapat dilaksankan secara tersendiri atau oleh individu, oleh karena itu 

untuk mengatasi keterbatasan tersebut, perlu adanya ketjasama dan 

koordinasi. Ketjasama merupakan suatu peketjaan yang dilakukan 

bersama-sama antar anggota organisasi unuk mencapai tujuan bersama. 

Selain kerjasama, komunikasi juga diperlukan dalam berkoordinasi. 

Komunikasi merupakan alat untuk saling berinteraksi satu sama lain. 

Dalam kehidupan berorganisasi, dapat diidentifikasi adanya keterbatasan-
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keterbatasan antar anggota sehingga butuh interaksi dengan orang lain. 

Untuk itu diperlukan komunikasi sebagai alat interaksi satu sama lain 

sehingga hubungan dalam keorganisasian dapat teijaga. Komunikasi 

menurut Roger (dalam Rubis, dkk. 2010: 1.8) mengatakan bahwa: 

Komunikasi merupakan suatu proses dimana komunikator dan 
komunikan saling bertukar informasi agar teijadi sating pengertian. 

Hal senada menurut Sendjaja, dkk (2009 : 12) bahwa : 

Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, 
penerimaan dan pengolahan pesan yang teijadi di dalam diri 
seseorangatau diantara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. 

Begitupun menurut Ruesch (dalam Sendjaja, dkk. 2009 : 1.11) bahwa: 

Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian 
dengan bagian lainnya dalam kehidupan. 

Teori tersebut menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan suatu 

organisasi, minimal ada tiga komponen didalamnya yaitu ada jaringan 

komunikasi, sating koordinasi dan orang-orang yang ingin bekerjasama 

dalam organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa koordinasi di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Nunukan belum semuanya beijalan dengan baik 

khusunya pada bidang-bidang yang masih tumpang tindih togas dan 

fungsinya. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan teori-teori 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam lingkungan 

pemerintah Kabupaten Nunukan belum semuanya beijalan dengan baik, 

hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. 
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Berdasarkan basil penelitian diperoleb babwa dalarn pembentukan dan 

susunan organisasi perangkat daerab di ligkungan pemerintab Kabupaten 

Nunukan masib memiliki bambatan-bambatan yakni bambatan dari segi sumber 

daya modal yakni masib terbatasyna keuangan daerab dan aset yang belum 

memadai dalam menjalankan organisasi perangkat daerab Kabupaten Nunukan 

serta sistem pembagian kerja yang masib tupang tindib serta koordinasi belum 

semuanya beijalan dengan baik kbususnya pada bidang-bidang yang tugas dan 

fungsinya masib tumpang tindib. Menurut Elu dan Purwanto (2014 : 1.9) 

babwa: 

Organisasi merupakan : 
1. Alat untuk mencapai tujuan 
2. Alat utuk mengoordinasikan sumber daya 
3. Memiliki batas yang relatif dapat diidentifikasi 
4. Sebagai sistem sosial sebingga dapat berprilaku 
5. Dikoordinasikan secara sadar 
6. Melibatkan lebib dari satu orang 

Berdasarkan teori tersebut jelas bahwa untuk mencapai tujuan organisasi 

perlu sumber daya yang memadai, pembagian kerja yang jelas sehingga dapat 

diidentifikasi dan perlu koordinasi satu dengan yang lainnya. Namun berdasarkan 

basil analisis babwa pelaksanaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten 

Nunukan masib memiliki bambatan dari segi sumber daya modal, pembagian 

kerjanya sebagian masib tumpang tindib dan koordinasinya sebagian belum 

beijalan dengan baik khususnya pada bagian yang tupoksinya masib tumpang 

tindib sebingga hal ini dapat mengbambat untuk mencapai tujuan yang dicita-

citakan. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 
PENUTUP 

A.l. Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD 

Baru) di Kabupaten Nunukan 

Dari basil penelitian tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan dapat disimpulkan bahwa : 

1) Pembentukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan 

dibentuk bedasarkan : 

- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan 

pada pasal 2 dan pasal 3. 

- Berpedoman pada Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 5 ayat (2) 

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

pada pasal 9 ayat (I), (3), ( 4), pada pasal II ayat (I), (2), (3) dan pasal 

12 ayat (!), (2) dan (3). 

- Asas Otonomi Daerah pada pasal 18 ayat (2) dan (5) Undang-undang 

Dasar 1945 

- Nomenklatur dari kementerian dan lembaga terkait. 

2) Pembentukan organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan 8 

(delapan) asas dan menganut 5 (lima) prinsip. Asas pembentukannya 

adalah (I) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) 
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intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; (3) efisiensi; ( 4) 

efektivitas; (5) pembagian habis tugas; (6) rentang kendali (7) tata keija 

yang jelas; dan (8) fleksibelitas. Sedangkan prisnipnya adalah (1) 

memperhatikan kondisi daerah; (2) kebutuban daerah; (3) beban keija 

daerah; ( 4) tepat ukuran; dan (5) tepat fungsi. 

3) Berdasarkan basil penelitian bahwa pembentukan dan susunan organisasi 

perangkat daerah di Kabupaten Nunukan belum semuanya sesuai dengan 

asas dan prinsip pembentukan perangkat daerah. 

- Asas-asas yang sudah sesuai ada 5 (lima) as as yaitu : (1) urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) intensitas urusan 

pemerintahan dan potensi daerah; (3) pembagian habis tugas; ( 4) 

rentang kenda1i; dan (5) fleksibelitas. 

- Asas-asas yang belum sesuai ada 3 (tiga) yaitu (1) efisiensi; (2) 

efektivitas; dan (3) tata kerja yangjelas. 

Prinsip-prinsip yang sudah sesuai ada 3 (tiga) yaitu : (1) 

Memperhatikan kondisi daerah; (2) kebutuhan daerah; dan (3) beban 

kerj a daerah. 

- Prinsip-prinsip yang belum sesuai ada 2 (dua) yaitu : (1) tepat ukuran; 

dan (2) tepat fungsi. 

4) Asas-asas dan prinsip-prinsip yang belum sesuai teijadi karena 

kurangnya dukungan keuangan daerah dan aset yang dimiliki derah 

sudah banyak yang rusak sehingga tidak memadai. Selain itu masih 

teljadi tumpang tindih tupoksi yang disebabkan karena kurangnya 
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ketelitian tim pembentuk dan penyusun orgamsas1 perangkat daerah 

Kabupaten Nunukan. 

A.2. Hambatan-hambatan Yang Terjadi Dengan Terbentuknya 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD Barn) di Kabupaten Nunukan 

Dari basil penelitian tentang hambatan-hambatan yang te!jadi dengan 

terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD Barn) di Kabupaten 

Nunukan dapat disimpulkan bahwa : untuk mencapai tujuan orgamsas1 

perangkat darah masih memiliki hambatan-hambatan diantaranya : 

I) Sumber daya modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Nunukan 

belum memadai baik dari segi keuangan maupun dari segi aset sehingga 

dalam pelaksanaan kegiatan masih terhambat karena kurangnya 

dukungan anggaran dan fasilitas pendukung kurang memadai 

2) Pembagian kerjanya belum semuanya rata dan sebagian masih tumpang 

tindih tugas dan fungsinya. 

3) Koordinasi belum semuanya be!jalan dengan baik khususnya pada 

bidang-bidang yang masih ada tugas dan fungsinya tumpang tindih. 

B. SARAN 

B.l. Pembentnkan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD 

Barn) di Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan analisis penelitian dan kesimpulan di atas, maka saya 

menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai berikut : 
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1. Tetap mempertahankan dan mengembangkan asas dan prinsip 

pembentukan perangkat daerah yang sudah sesuai dengan pembentukan 

dan susunan organisasi perangkat daerah di Iingkungan Kabupaten 

Nunukan 

2. Perlu peninjauan kembali sebagian asas dan prms1p pembentukan 

perangkat daerah yang belum sesuai dengan pembentukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Nunukan 

3. Asas-asas pembentukan perangkat daerah yang perlu ditinjau kembali 

adalah sebagai berikut : 

- Efisiensi 

Agar organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan bisa 

dikatakan efisien, maka perlu dilakukan koordinasi antar unit kerja 

dan antar OPD mulai dari perencanaan kerja sampai pada pelaksanaan 

kegiatan agar sasaran kegiatan tidak tetjadi benturan 

- Efektifitas 

Agar organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan bisa 

dikatakan efektif, maka dalam penempatan posisi jabatan pada setiap 

OPD harus disesuaian dengan kualifikasi pendidikan dan ski! yang 

dimiliki oleh pegawai. 

- Tata ketja yang jelas 

Agar tata ketja organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan 

jelas, maka harus ada regulasi khusus dan jelas yang mengaturnya. 
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4. Prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah yang perlu ditinjau 

kembali adalah sebagai berikut : 

- Tepat ukuran 

Agar anggaran kegiatan organisasi perangkat daerah di Kabupaten 

Nunukan bisa dikatakan tepat ukuran, maka dalam penyusunan 

rencana kerja dan tindak lanjut sebaiknya menyesuaikan anggaran 

yang ada dan mengutamakan skala prioritas. 

- Tepat fungsi 

Agar organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nunukan bisa 

dikatakan tepat fungsi, maka sebaiknya dilakukan pengkajian kembali 

tentang kebutuhan yang diperlukan oeh daerah dan merampingkan 

seksi-seksi atau bagian-bagian yang kurang efektif. 

B.2. Hambatan-hambatan yang terjadi dengan terbentuknya Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD Baru) di Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan analisis penelitian dan kesimpulan di atas, maka saya 

menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai berikut : 

I. Dalam proses pembentukan organisasi perangkat daerah sebaiknya 

melibatkan pihak-pihak terkait yang bisa aktif dan dapat memahami 

kondisi lingkungan kerja masing-masing. 

2. Perlu menganalisis semua faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat 

dalam menjalankan organisasi perangkat daerah meliputi : 

- Sumber daya modal 
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Agar pelaksanaan kegiatan organisasi perangkat daerah di Kabupaten 

Nunukan bisa bisa terpenuhi sumber daya modalnya, maka sebaiknya 

membentuk wadah untuk semua OPD agar saling berkoordinasi 

terhadap rencana kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga 

kegiatannya tidak dobol dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. 

- Pembagian kerja 

Agar pembagian kelja pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten 

Nunukan tidak tumpang tindil1, maka sebaiknya dilakukan pengkajian 

kembali terhadap uraian tugas dari masing-masing bagian atau seksi. 

- Koordinasi 

Agar koordinasi pada lingkungan organisasi perangkat daerah di 

Kabupaten Nunukan bisa bisa berjalan dengan baik, maka sebaiknya 

pemerintah daerah membuat suatu wadah atau media untuk bisa saling 

berkoordinasi. 
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